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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat :

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan
Dacrah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
293 Provinsi Sulawesi Sclatan) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Provinsi Sulawcsi Sclatan Nomor 309) maka
perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun
2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023;

Bahwa  berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana  Strategis
Pcrangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoncsia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
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dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5213);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang.
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembar Negera
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang
Perangkat Daerah (Tembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pcngendalian Dan
Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pecmbangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka
Mcnengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;



Menctapkan :

1.

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
schbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Necgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Dacrah (Lembaran Dacrah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);

1. Pcraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor |1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 309);

2 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangke
menengah Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018- 2023.

Pasal I
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 30
Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana
Strategis Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
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Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan,;

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu Daerah,;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Kehutanan;

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;

Dinas Perindustrian;
Dinas Perdagangan;
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
Badan Kcuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Badan Penghubung Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



(2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada
e _tanggal 26 Februari 2021

‘ 'QHI%RNUR SULAWESI SELATAN,
\;‘.‘.\
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RDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Februari 2021

- SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

"\ ABDUL HAYAT

"BE A DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 15
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perubahan atas Renstra BPKD
2018-2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
dan Perubahan Struktur Organisasi atas bergabungnya Biro
Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Renstra Perubahan BKAD 2018-2023 adalah rencana strategik yang
berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan BKAD Provinsi Sulawesi Selatan
yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BKAD Provinsi Sulawesi
Selatan serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 — 2023 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai
peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023.

Fungsi Renstra BKAD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen yang
menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 — 2023
yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Renstra BKAD 2018-2023 berfungsi sebagai
dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan
Provinsi Sulawesi serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD setiap tahun, yang dengan
demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 — 2023 dapat dicapai
secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BKAD dilakukan dengan melakukan
orientasi mengenai Renstra BKAD yang mencakup peraturan
perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan
Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan awal

dalam menyusun rancangan Renstra BKAD adalah RPJMD Provinsi

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 1



Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang menunjukkan program dan

target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BKAD selama lima

tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka

pemenuhan tugas dan fungsi BKAD.

Keterkaitan Renstra BKAD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018 — 2023 dilakukan setelah BKAD menerima Surat

Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal penyusunan

rancangan Renstra SKPD adalah:

1.

1.2

Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan
Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan yang memuat indikator keluaran program dan pagu BKAD;
Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BKAD guna
mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi BKAD;

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk
lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD; dan
Perumusan indikator kinerja BKAD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -
2023; dan

Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKD 2018-2023 pada 2 Tahun
Terakhir kinerja Perangkat Daerah merupakan informasi utama bagi

penyusunan Perubahan Renstra BKAD periode 2018 - 2023.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra BKAD, adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 2



5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerabh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2018-2023;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 — 2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 3



1.3

7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016,

Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menunjang terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, penyusunan Perubahan Renstra
BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 — 2023 dimaksudkan
untuk menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah BKAD
yang akuntabel dan transparan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sisa
periode RPIJMD SulSel. Dengan demikian perubahan Renstra BKAD
merupakan salah satu 'guideline’ dalam menyusun arah kebijakan dan
program prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang
selanjutnya akan dimuat dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan dari
tahun 2021 — 2023.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra BKAD tahun 2018 - 2023
adalah:

1. Terjabarkannya visi dan misi Kepala Daerah menjadi tujuan dan
sasaran, strategi dan kebijakan dari Perangkat Daerah, dalam
bentuk perumusan program kegiatan serta indikator dan target
kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan selama 3 (Tiga) tahun sisa periode RPJMD sampai tahun
2023;

2. sebagai bentuk kesinambungan dokumen perencanaan dalam hal
pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD selaku Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah dalam jangka waktu tiga tahun sisa periode
RPJMD sampai dengan 2023;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 4



4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan
yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj. IP)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra BKAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018
— 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BKAD Tahun
2018 - 2023

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,
Menjelaskan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH, Menjelaskan Tentang Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Serta Penentuan Isu-

Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Menjelaskan Tentang Tujuan
dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Prov. SulSel Tahun 2018 - 2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menjelaskan
Strategi dan Arah Kebijakan BKAD Prov. SulSel Tahun 2018 — 2023

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 5



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAANNYA, Menjelaskan Tentang Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran Serta Pendanaan
Indikatif pada BKAD Prov. SulSel Tahun 2018 - 2023

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,
Menjelaskan Tentang Indikator Kinerja BKAD Prov. SulSel yang akan
dicapai dalam tiga tahun sisa periode RPIJMD SulSel mendatang untuk
mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. SulSel
Tahun 2018 — 2023

BAB VIl PENUTUP, berisi ringkasan renstra serta langkah-
langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan
Perubahan Renstra BKAD Provinsi SulSel Tahun 2018-2023

I ———
RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 6



BAB i

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas,

Daerah

Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari; 1 (satu) kepala badan, 1 (satu)

sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 12

(dua belas) kepala sub bidang. Secara lengkap, struktur organisasi pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KepalaBadan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Pokok Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi

kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

a.

penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang
Pengelolaan Keuangan;

pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang
Pengelolaan Keuangan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Pengelolaan
Keuangan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang
Pengelolaan Keuangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Keuangan dan

Aset Daerah meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 7



b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran,
perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah serta pengelolaan barang milik daerah;

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis
fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang
meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah,
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan
barang milik daerah;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi
penunjang di bidang pengelolaan keuangan;

I. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program,
kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian
dalam lingkungan Badan;

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengalokasian
anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan
KUA PPAS;

k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan
RKA, DPA, RKAPerubahan, Dokumen Pengelolaan
Perubahan Anggaran — Perangkat Daerah,;

|.  Mengoordinasikan dan menyelengarakan penandatanganan
SPM;

m. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang
menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan
Daerah;

n. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan
barang milik daerah/kekayaan daerah;

0. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan
penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan
anggaran;

p. menyelenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran;

g. menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
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r. mengoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi
keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;

S. menyelenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada
Bidang dalam lingkup Badan;

t. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

u. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan
fungsi BUD;

v. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan
laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

w. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan
administrasi  pengelolaan  keuangan daerah dalam
hubungannya dengan masyarakat;

X. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan
penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;

y. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

z. menyelenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan
Anggaran — Perangkat Daerah/ SKPKD dan Dokumen
Perubahan Pengelolaan Anggaran — Perangkat Daerah/
SKPKD dalam lingkungan pemerintah Daerah;

aa. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;

bb.mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian
petunjuk teknis pelaksanaan pengeluaraan Kas Daerah;

cc. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah;

dd. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penetapan Surat
Penyediaan Dana;

ee.mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan
pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
Daerah;

ff. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

gg.mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyiapan
anggaran Kas Daerah;

hh. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penerbitan Surat
Pencairan Dana;
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ii. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan
pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
Daerah;

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,;

kk. mengoordinasikan dan menyelenggarakan anggaran kas;

Il. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana;

mm. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau
Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;

nn.mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusahaan dan
pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

00.menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah
dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;

pp.menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening
Kas Umum Daerah;

gg.menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah Daerah;

rr. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama
pemerintah Daerah;

ss. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah,;

tt. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penagihan
piutang daerah;

uu.mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusulan
penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Pembantu, Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan
Pemegang Kas;

vv. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusulan
penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Pembantu, Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan
Pemegang Kas, apabila pejabat yang bersangkutan
berhalangan;
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ww. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan
dan evaluasi penyusunan APBD Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Selatan;

xX. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan
evaluasi penyusunan pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se—
Sulawesi Selatan;

yy. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan
produk hukum daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD;

zz. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka
penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan;

aaa. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam
lingkungan Badan;

bbb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

ccc. menyelenggarakan tugas kedinasan lain  yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis
dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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Cc. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sekretariat untuk  mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan
kinerja dan pelaporan keuangan Badan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian;

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan
oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam
lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

J.  mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
ketatausahaan;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga
Badan;

I.  mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
keuangan;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana,;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

0. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
dan keprotokolan;

p. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan  pengumpulan,
pengolahan, penyajian data dan informasi serta memfasilitasi

pelayanan informasi;
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r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan
teknis fungsi penunjang keuangan bidang perencanaan anggaran
daerah.
Untuk melaksaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi antara lain:
a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang
keuangan Bidang Perencanaan Anggaran Daerabh;
d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam
penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA/PPAS
Perubahan;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD
dan/atau RKA Perubahan/DPPA SKPD;

h. melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

I. melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang
teknis penyusunan anggaran SKPD;

j.  mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan
daerabh;

k. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;

|.  mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;

. melaksanakan penyediaan anggaran kas;

melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota;

© =2 3

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan

Daerah |, Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah II,

dan Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah llI;

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

g. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang—undangan;

r.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Perencanaan Anggaran Daerah serta memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan
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Ss. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan
teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan
daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang
Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Perbendaharaan Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Perbendaharaan Daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang
keuangan Bidang Perbendaharaan Daerah;
d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang
Perbendaharaan Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang
Perbendaharaan Daerah meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
g. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
h. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
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I. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer lainnya;

j.  mengoordinasikan penempatan wuang daerah dengan
membuka rekening kas umum daerah;

k. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan
pendistribusian lembar SP2D;

I.  mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan
dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta
penerbitan SKPP;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan
dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan
pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran
perhitungan fihak ketiga;

n. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah
yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis
pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai
optimalisasi kas;

0. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas
SP2D dengan instansi terkait;

p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban SPJ;

g. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/
pengembalian kelebihan penerimaan.

r. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan Daerah;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

t. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai

ketentuan peraturan perundang — undangan;
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u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Perbendaharaan  Daerah  serta  memberikan  saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin
oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan
melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang
Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang
keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerabh;
d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi
meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Cc. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan  pembukuan anggaran (akuntansi)
penerimaan kas daerah;

g. mengoordinasikan  pembukuan anggaran (akuntansi)
pengeluaran kas daerabh;

h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

I. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah
Provinsi;

J.  mengoordinasikan  kegiatan  penyusunan  Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD,
BLUD dan PPKD;

|. menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja
serta pembiayaan;

n. menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

0. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerabh;

p. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerabh;

g. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial,

r. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai
sistem akuntansi pemerintah daerah;

s. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi

Dan Pelaporan Keuangan Daerah yang meliputi penerimaan
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Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, dan pembukuan
keuangan daerah;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

u. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang—undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan
kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan
barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang
keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah meliputi :
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a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan
jenis dan tipe barang;

g. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang
milik daerah;

h. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

I. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

j.  mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerabh;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik,
administrasi dan hukum barang milik daerah;

I.  mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

m. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

n. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

0. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang milik daerah;

p. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan
barang milik daerah dari SKPD;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
pengelolaan barang milik daerah;

r. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
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s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

t. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang—undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I ———
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m STRUKTUR ORGANISASI
- g BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
-
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2.2

Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia
yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda
organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis
organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan
pada Badan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Pada Akhir Oktober 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 136
orang, terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang
Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 14 (empat belas) orang
Kepala Sub Bidang dan 116 (seratus sembilan belas) orang staf.

JUMLAH ASN BKAD BERDASARKAN UNIT KERJA
H Laki-Laki H Perempuan
19
14 15 15 16 14
12
11 10
7
n BN L
—
Bagian Sekretariat Bidang Perencanaan Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Bidang Pengelolaan Fungsional

Anggaran Daerah Daerah Pelaporan Keuangan Barang Milik Daerah
Daerah

Berdasarkan jenjang jabatan struktural di lingkungan Badan
Keuangan Dan Aset Daerah Prov. SulSel Eselon Il.A, yaitu sebanyak 1
orang, Sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jenjang jabatan
Eselon lllLA sebanyak 5 orang,. Pegawai yang berstatus Eselon IV.A

sebanyak 14 orang.

JUMLAH ASN BKAD BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

m Laki-Laki ®Perempuan

62
54
1 0 2
I - I

Eselon ll.a Eselon lll.a Eselon IV.a Staf

Jika pegawai dikategorikan menurut Golongan Kepangkatan,
maka akan terlihat bahwa dari 136 pegawai yang ada, sebagian besar

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 23




berada pada strata kepangkatan Golongan lll, yaitu sebanyak 106
orang. Sementara, jumlah pegawai yang berada pada strata
kepangkatan Golongan IV sebanyak 14 orang, dan 16 orang Golongan
Il.

JUMLAH ASN BKAD BERDASARKAN GOLONGAN
KEPANGKATAN
m Laki-Laki H Perempuan
53 53
6 8 o 7
mu N B == o o
Golongan IV/a - IV/e Golongan lll/a - lll/d Golongan ll/a - Il/d Golongan l/a - I/id

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 39
orang pendidikan S2, 74 orang pendidikan S1, 2 orang Pendidikan D3
dan 21 orang pendidikan SLTA.

JUMLAH ASN BKAD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

m Laki-Laki ®Perempuan

39
35
21
18
10 1
.. Hl - -
|

Magister (S2) Sarjana (S1) Diploma (D1,D2 dan SLTA/SMU SLTP/SMP
D3)

Jika pegawai dikategorikan menurut Jenjang Usia, maka akan
terlihat bahwa dari 136 pegawai yang ada, sebagian besar berada pada
usia antara 30-39 tahun, yaitu sebanyak 44 orang. Sementara, jumlah
pegawai yang berada pada usia 50 tahun keatas sebanyak 42 orang,
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jumlah pegawai yang berada pada usia antara 40-49 tahun sebanyak
40 orang, dan 10 orang berada pada usia 30 tahun

JUMLAH ASN BKAD BERDASARKAN JENJANG USIA

m Laki-Laki ®Perempuan

26 25
19 21 19
16
8
M
| |

> 50 Tahun 40 - 49 Tahun 30 -39 Tahun < 30 Tahun

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menempati gedung kantor di Kota
Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung Kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah terletak di Jalan Jenderal Urip
Sumoharjo Nomor 269 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan
selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan daerah serta Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, Adapun Kas Daerah berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi
(Gedung PT Bank Sulsel) Makassar.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 ruangan yang
digunakan pada BKAD Prov. SulSel Yaitu

Nomor
Ruangan Nama Ruangan Lokasi Ruangan Kondisi Ruangan
01 Ruang Kepala BKAD Lantai 2 Baik
02 Ruang Sekretariat ( Sekretaris ) Lantai 2 Baik
03 Ruang Sub Bagian Umum Lantai 2 Baik
04 Ruang Sub Bagian Program Lantai 3 Baik
05 Ruang Sub Bagian Keuangan Lantai 3 Baik
06 Ruang Bidang Anggaran Lantai 4 Baik
07 Ruang Bidang Perbendaharaan Lantai 1 Baik
08 Ruang Bidang Akuntansi Lantai 3 Baik
09 Ruang Bidang PBMD Gedung B Baik
10 Ruang UPTD ( Kasda) Bank SulSel Baik
11 Ruang Sekretariat Lantai 2 Baik

I ———
RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 25



Nomor Nama Ruangan Lokasi Ruangan Kondisi Ruangan
Ruangan
12 Ruang Rapat Lantai 2 Lantai 2 Baik
13 Ruang Rapat Lantai 4 Lantai 4 Baik
14 Ruang Arsip Lantai 4 Baik
15 Ruang Server Akrual Lantai 4 Baik

Kinerja yang baik selalu didukung dengan adanya sarana dan
prasarana yang baik. Badan Keuangan Dan Aset Daerah secara rutin
tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan
penggantian sarana dan prasarana kerja yang digunakan, sehingga
tidak mengganggu pelaksanaan TUPOKSI masing-masing staf.
Hingga Tahun 2020, posisi aset BKAD Prov. SulSel adalah sebagai
berikut :

JENIS KONDISI
KODE
BARANG KURANG
BAIK HARGA BAIK HARGA RUSAK HARGA

1 2 8 4 5 6 7 8

BADAN

PENGELOLA

AN 2894 1,986,216,819,498.56 389 5,018,560,107.00 15 7,724,500.00

KEUANGAN

DAERAH
01 TANAH 55 1,872,470,259,140.00 0 - 0

PERALATAN
02 DAN MESIN 2,664 28,105,100,891.74 385 3,467,959,107.00 0

GEDUNG

03 DAN 138 85,231,573,686.82 2 1,548,520,000.00 0

BANGUNAN

JALAN,
04 IRIGASI DAN 6 382,650,280.00 0 - 0
JARINGAN

ASET TETAP

05 LAINNYA 31 27,235,500.00 2 2,081,000.00 15 7,724,500.00
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
capaian 2 tahun periode Renstra BKAD Tahun 2018-2023 yang akan
digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 3 sasaran

hingga tahun 2020, yakni sebagai berikut:

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023 26




SASARANI : MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH,;

Tahun 2019 adalah tahun pertama dari periode Renstra
BPKD Prov. SulSel 2018-2023, dimana terdapat 2 sasaran
strategis yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan
program dan kegiatan BPKD Prov. SulSel kedepannya.
Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKD
selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan baik dalam perencanaan anggaran daerah,
pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas
selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan
daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian
yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama
yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum
tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian dari segi
alokasi belanja, rata-rata akurasi dari target alokasi belanja
yang ditetapkan mendekati 100%. Komitmen dari seluruh
perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan
penyusunan RKA di masing-masing OPD, sangat membantu
Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat
waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan
sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam
aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BKAD Prov.
SulSel secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi
yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan
berupa sosialisasi, koordinasi dan pelatihan kepada aparat
perencana anggaran di seluruh OPD dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai
aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu

penyampaiannya.
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Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari
seluruh OPD dapat berjalan maksimal dan melebihi dari
target yang ditetapkan sebesar 95% yakni sebesar 96,86%
atau tingkat capaian (101,96%). Hal ini dikarenakan
optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk
mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat
dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di
seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel. Pemanfaatan dan
atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja
tertentu ke kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian
kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran.
BKAD Prov. SulSel melalui bidang perbendaharaan secara
berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi
dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di
seluruh OPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan
belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa
mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan
pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya,
dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30
Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan
daerah di 24 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini
juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang
mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 20
Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu, namun dari
segi capaian target agak meleset dari target yang sebanyak
21 Kabupaten/Kota atau tingkat capaian 95,24%. Meskipun
demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota
memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan
akutabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-

masing. Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD
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Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui
Bidang Evaluasi BKAD serta tindaklanjut terhadap seluruh
hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang
intensif yang terus dilakukan, bersama antara BKAD Prov.
SulSel dengan Pemerintah Kab/Kota merupakan pertanda
baik bahwa harapan agar nantinya di tahun 2023 seluruh
Kab/Kota memperoleh opini WTP bukan hal yang tidak

mungkin untuk dapat diwujudkan.

SASARAN I : CAKUPAN PELAKSANAAN KOORDINASI,
FASILITASI, PEMBINAAN DAN PELAYANAN
PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH,;

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yang
bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan barang dan
aset daerah dalam memberikan koordinasi, fasilitasi,
pembinaan dan pelayanan pemerintah daerah dengan hasil
yang telah dicapai antara lain terkait Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah untuk tahun 2019 dari
target 58 Penetapan Status Penggunaan, dapat diterbitkan
40 SK Gubernur Sulawesi Selatan dari OPD yang
mengusulkan  penetapan status barangnya guna
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

Selanjutnya terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat,
Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat
tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertananahan

Kabupaten/Kota. Dengan progres sebagai berikut:

a. Hasil Identifikasi

1. Bersertifikat 338 Bidang

2. Kewenangan Pusat 75 Bidang

3. Belum Bersertifikat 377 Bidang
Jumlah 790
Bidang

b. Progres atas aset yang belum bersertifikat:
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1. Sementara Dalam Proses di BPN 55 Bidang
(ditargetkan terbit tahun 2019)

2. Sertifikat ditemukan 10 Bidang
3. Sertifikat Terbit 46
Bidang
Jumlah Progres Persertifikatan 111
Bidang

Sepanjang tahun 2019, melalui inventarisasi dan
rekonsiliasi terkait penyerahan Aset P3D Bidang
Pendidikan, Perhubungan, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan maka sementara telah dapat diinventarisasi
penambahan aset tanah sebanyak 484 Bidang sehingga
total Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan saat ini sebanyak 1.274 Bidang.

Selanjutnya terkait dengan jumlah aset bermasalah yang
ditindaklanjuti adalah terlaksananya Penyelesaian Aset
Bermasalah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan fokus utama dalam penyelesaian aset bermasalah
adalah dengan melaksanakan 41 penyelesaian aset
bermasalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan melibatkan Tim Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah
KPK) disertai beberapa unsur diantaranya Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan (Surat Kuasa Khusus/SKK), BPKP (fokus
pada Percepatan P3D), Badan Pertanahan Nasional (pada
bagian dasar kepemilikan tanah). Dari 41 Bidang Aset
Bermasalah, saat ini yang telah dinyatakan selesai
sebanyak 8 bidang aset yang telah disampaikan kepada
Korsupgah KPK. Disamping itu, terdapat 5 bidang aset
bermasalah yang akan ditingkatkan statusnya dari Non
Litigasi menjadi Litigasi (penyelesaian permasalahan
hukum melalui pengadilan) yang direncanakan akan
diselesaikan pada Tahun 2020

Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan tersebut diatas,
ada beberapa factor yang mendorong pencapaian tersebut
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antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana
Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara
Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat
Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara
litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah
serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang
Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan
pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain itu,
SDM vyang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di
seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam
membantu menghimpun dan menertibkan administrasi
pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan

memanfaatkan sistem informasi.

Meskipun memang, masih ada juga beberapa faktor
penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini
yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak
Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan
tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah
yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan
ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama
Pemerintah Provinsi, kemudian adanya beberapa aset yang
terletak di Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk
memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat
bangunan yang mengalami kondisi rusak dan kurang
terpelihara, masih adanya beberapa bidang aset yang
belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah
bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik
perolehan serta masih kurangnya perhatian OPD dalam
melakukan monitoring dan evaluasi barang milik daerah di

OPD masing-masing, sehingga menghambat proses
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perencanaan dan pelaporan barang milik daerah dan juga
termasuk masih kurang dalam melaksanakan pengamanan
dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat

berpotensi dikuasai oleh pihak lain.

Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel telah dan akan
menindaklanjuti permasalahan ini dengan beberapa cara
antara lain melakukan pembinaan yang intensif melalui
pendampingan/bimbingan teknis/pelatihan kepada seluruh
OPD lingkup Pemprov SulSel terkait pengelolaan aset dan
barang daerah yang dikuasainya baik dalam perencanaan
kebutuhan barang, penatausahaan dan pelaporan barang,
pengamanan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset
daerah. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah
mendorong peningkatan anggaran terkait pengelolaan
barang di seluruh OPD secara proporsional agar OPD dapat
meningkatkan kinerja pengelolaan barang dengan lebih
baik lagi melalui sarana dan prasarana yang baik, SDM

yang kompeten dan reward yang seimbang.

SASARAN Il : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
KINERJA, PERENCANAAN & PENGELOLAAN
KEUANGAN PERANGKAT DAERAH,;

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-3, yakni
berhubungan erat dengan pengembangan internal dari
BPKD Prov. SulSel yang meliputi peningkatan akuntabilitas
kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat
daerah. Terdapat 3 indikator yang ingin dicapai yakni ASN
Berkategori Baik, dalam hal disiplin maupun kinerja dalam
pelaksanaan tugas yang diberikan, dimana di tahun ini hasil
yang diperoleh yakni sebesar 100% atau tingkat capaian
sebesar 104,71%. Kemudian dari rata-rata capaian kinerja
perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang sangat baik

dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan
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capaian nilai SAKIP tahun 2018 yang diperoleh yakni
Predikat B (61%). Hal ini menunjukkan, BPKD Prov. SulSel
menunjukkan perhatian yang serius dalam mewujudkan
tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala

aspek, internal maupun eksternal.
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TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2019-2020

TARGET
RENSTRA RCI:E:;_A?:NSI RASIO CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR PERANGKAT PADA TAHUN
NO SESUAI TUGAS DAN SATUAN TARGET NSPK | TARGET IKK LAINNYA DAERAH TAHUN TAHUN
FUNGSI PERANGKAT
DAERAH 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 9 10 14 15 19 20
o - .
1 | % Pemenuhan administrasi % 100 100 | 100 61.36 | 100% | 61%
perkantoran
o |lumlahbiayatagihantelepon, | g 12 12| 12 6| 100% | 50%
air dan listrik
Jumlah pajak kendaraan
3 | dinas/operasional Roda 2 Unit 34 34 32 2 94% 6%
yang terbayarkan
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Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda 4 Unit 11 11 11 9| 100% 82%
yang terbayarkan
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 68 69 78 96 | 115% 139%
Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 63 63 63 58 | 100% 92%
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan Unit 40 40 125 10| 313% 25%
kantor yang tersedia
Jumlah biaya jamuan makan Jenis 4 al 4 3| 100% | 75%
dan minum yang tersedia
Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 0 1 0 0 0% 0%
Pameran
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10 [ Jumlah perjalanan dinas Kali 24 24 43 20| 179% 83%
% Pemenuhan sarana

11 % 100 100 100 19.03 | 100% 19%
prasarana perkantoran
Jumlah Unit rumah

12 | jabatan/rumah dinas yang Unit 1 1 0 0 0% 0%
dipelihara
Jumlah Unit gedung

13 | kantor/asrama yang 1 Unit 1 1 1 0| 100% 0%
dipelihara

14 |lumiahkendaraan = Unit 45 45| 43 10| 96% | 22%
jabatan/dinas yang dipelihara
Jumlah perlengkapan dan

15 | peralatan rumah Unit 7 7 Unit 0 0 0% 0%
jabatan/dinas yang tersedia
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16

Jumlah perlengkapan dan
peralatan rumah
jabatan/dinas yang dipelihara

Unit

5 Unit

17

Jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang
tersedia

Unit

23

50

48

209%

16%

18

Jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang
dipelihara

Unit

70

70

68

45

97%

64%

19

Jumlah Berita/Informasi yang
diposting di Website

Berita/Inform
asi

48

48

48

100%

19%

20

Jumlah Sistem
Informasi/Aplikasi yang
dipelihara dan dikembangkan

Sistem
Informasi/Aplika
si

100%

50%

21

% Keterpenuhan dokumen
perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja tepat
waktu

%

100

100 %

100

22.25

100%

2225%
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Jumlah Peserta yang

22 | mengikuti Forum Perangkat Orang 100 100 100 0| 100% 0%
Daerah

o3 | Jumlah Dokumen EvaluasiPD | o 39 39 39 20| 100% | 51%
yang tersusun dan dilaporkan

24 Jumlah Dokumen R.enstra PD Dokumen 1 1 1 0| 100% 0%
yang disusun dan ditetapkan
Jumlah Dokumen RKA dan

25 | DPA baik Pokok dan Dokumen 4 4 4 1| 100% 25%
Perubahan yang tersusun
Jumlah Dokumen Renja dan

26 | Perubahan Renja yang disusun Dokumen 6 6 6 3] 100% 50%
dan ditetapkan

lah D Inf i

o7 | umlah Data dan Informasi Jenis 5 5 5 o| 100% | 0%

yang terpublikasi
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og | Jumlah Laporan Data dan Laporan 13 13 13 o| 100% | o
Informasi yang dikumpulkan

pg | Jumiah Laporan Administrasi Laporan 3000 3000 | 3408 428 | 114% | 14%
Keuangan
Jumlah laporan keuangan

30 | semesteran dan akhir tahun Laporan 77 77 77 46 | 100% 60%
yang disusun

31 | % ASN berkinerja sangat baik % 100 100 100 30| 100% 30%
Jumlah laporan administrasi

32 . . Laporan 90 90 127 45| 141% 50%
kepegawaian yang disusun
Jumlah Aparat OPD yang

33 | kelola administrasi Orang 110 115 111 115 | 101% 100%
kepegawaiannya
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34

Jumlah Pakaian Dinas dan
Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya yang
tersedia

Pasang

110

258

110

100%

0%

35

Jumlah Pakaian Dinas
Lapangan dan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu yang
tersedia

Pasang

183

0%

0%

36

Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perundang-
undangan

Orang

110

115

115

105%

0%

37

Rasio belanja daerah
terhadap pendapatan daerah

1.001

1.04

100%

104%

38

Perbandingan antara belanja
langsung dan belanja tidak
langsung

0.43

0.43

0.41

0.25

95%

58%

39

% Belanja Modal terhadap
total APBD

%

12

12

11.22

10.32

94%

86%
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% Belanja Pendidikan

% i . 0 0

40 terhadap total APBD % 20 20 42.19 46.74 | 211% 234%

% Belanja Kesehatan o 0 0
41 terhadap total APBD 1% 10 10 12.7 11.12 | 127% 111%

% Belanja Tidak Langsung 0 0 0
42 terhadap Total APBD % 70 70 70.71 79.96 | 101% 114%

% Belanja bagi hasil
43 | Kabupaten/Kota dan Desa % 15 16 17.49 17.2 | 117% 108%

terhadap Total APBD

% Belanja Langsung terhadap 0 0 0
44 Total APBD % 30 30 29.29 20.04 | 98% 67%
45 % Program/Kegiatan yang % 0 0 556 0 0% 0%

tidak terlaksana
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46 | % SILPA % 2 2 0.58 348 ( 29% 174%
Capaian Perangkat Daerah
47 | yang menyampaikan RKA % 100 100 100 0| 100% 0%
tepat waktu
Jumlah Buku APBD Provinsi
48 Sulawesi Selatan Polfok, buku 9 9 9 2| 100% 44%
Perubahan dan Parsial Yang
Disusun
Jumlah ASN Perempuan Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
49 | Perundang-undangan Terkait Orang 140 140 140 60 | 100% 43%
Perencanaan dan
Penganggaran Keuangan
Daerah
Jumlah ASN Laki-Laki Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
50 | Perundang-undangan Terkait Orang 210 210 210 150 | 100% 71%
Perencanaan dan
Penganggaran Keuangan
Daerah
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51

Jumlah Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Yang Dikembangkan dan
Dipelihara

Sistem
Informasi

100%

100%

52

Jumlah Regulasi Keuangan
Daerah Yang Disusun

Perda/
Pergub

75%

0%

53

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran Yang Dibuat

Dokumen

100%

50%

54

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial Yang
Dibuat

Laporan

100%

50%

55

Jumlah Dokumen Hasil

Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran APBD Provinsi
Sulawesi Selatan Yang Dibuat

Dokumen

100%

0%

56

Jumlah Buku Profil APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Yang
Dibuat

Buku

0%

0%

S7

Jumlah Dokumen KUA dan
PPAS yang tersusun dan
disepakati

Dokumen

0%

0%
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58

% Realisasi Pengeluaran Kas
Daerah Terhadap Realisasi
Penerimaan Kas Daerah

%

98

98

99.97

69.77

102%

71%

59

Rata-Rata Waktu Penerbitan
Dokumen Administrasi
Pengeluaran Kas Daerah

Hari

100%

100%

60

Jumlah Surat Penyediaan
Dana (SPD) Yang Diterbitkan

SPD

721

721

721

268

100%

37%

61

Jumlah Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Yang
Diterbitkan

SP2D

15460

15560

13568

2850

88%

18%

62

Jumlah Bendahara Yang
Dibina Terkait Aturan
Penatausahaan SP2D
(Pajak,Taspen,BPJS
Kesehatan)

Orang

62

62

59

15

95%

24%

63

Jumlah ASN Yang Dilayani
Dalam Rangka Penerbitan
SKPP dan Laporan Rekap
Gaji/Susulan/Terusan/, Rekap
JKK/JKM/ASKES

Orang ASN

1114

1114

1106

215

99%

19%
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64

Jumlah Laporan Kuasa BUD
Yang Dibuat

Laporan

48

48

48

18

100%

38%

65

Jumlah Laporan
Penatausahaan Pinjaman dan
Dana Transfer Yang Dibuat

Laporan

88%

38%

66

Jumlah ASN Perempuan Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Terkait
Penatausahaan dan
Perbendaharaan Keuangan
Daerah

Orang

232

232

54

23%

0%

67

Jumlah ASN Laki-Laki Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Terkait
Penatausahaan dan
Perbendaharaan Keuangan
Daerah

Orang

232

232

62

27%

0%

68

% Tindak lanjut temuan
kerugian daerah yang
diselesaikan

%

100

100

100

100%

0%
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69

% Penyampaian Laporan
Keuangan Ke BPK RI Tepat
Waktu

%

100

100

100

100

100%

100%

70

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Sulawesi Selatan Yang Disusun

Laporan

100%

0%

71

Jumlah Laporan Realisasi
Keuangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Yang Disusun

Laporan

75

75

75

18

100%

24%

72

Jumlah Laporan Hasil
Verifikasi SPJ OPD Yang
Dikelola

Laporan

1560

1560

632

476

41%

31%

73

Jumlah ASN Perempuan Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Terkait
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Orang

260

260

268

103%

0%

74

Jumlah ASN Laki-Laki Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Terkait
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Orang

390

390

488

125%

0%

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023

46




75

Jumlah Tindak Lanjut
Rekomendasi Pemeriksaan

Rekomendasi

192

192

68

20

35%

10%

76

Jumlah Kasus TGR Yang
Diproses

Kasus

15

15

20

133%

0%

77

% Ranperda APBD
Kabupaten/Kota Yang
Dievaluasi Tepat Waktu

%

100

100

100

100%

0%

78

Jumlah SK Gubernur Terkait
Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

SK Gubernur

24

24

24

100%

0%

79

Jumlah SK Gubernur Terkait
Evaluasi Perubahan APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

SK Gubernur

24

24

24

100%

0%

80

Jumlah SK Gubernur Terkait
Evaluasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

SK Gubernur

24

24

24

100%

0%
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81

Jumlah Kabupaten/Kota Yang
Dibina Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah

Kabupaten/Ko
ta

24

24

33%

25%

82

Jumlah Kabupaten/Kota Yang
Dievaluasi Dalam Pelaksanaan
APBD

Kabupaten/Ko
ta

24

24

8%

0%

83

Jumlah Validasi
Administrasi/Dokumen
Penerima Bantuan Program
Provinsi Untuk
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Ko
ta

24

25

24

100%

0%

84

Jumlah Validasi
Administrasi/Dokumen
Penerima Bantuan Keuangan
Untuk Kabupaten/Kota dan
Bantuan Desa

Kabupaten/Ko
ta

24

26

15

63%

0%

85

Jumlah Validasi
Administrasi/Dokumen
Penerima Bagi Hasil Untuk
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Ko
ta

24

27

24

100%

0%

86

Jumlah Pelaksanaan
Rekonsiliasi Data Realisasi
Bagi Hasil, Bantuan Program
Provinsi, Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Lainnya dan
Bantuan Desa

Kabupaten/Ko
ta

24

28

0%

0%
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87

Jumlah Pelaksanaan
Monitoring Data Realisasi dan
Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Program Provinsi,
Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota dan Bantuan
Desa

Kabupaten/Ko
ta

24

24

33%

25%

88

Jumlah Buku Profil Keuangan
Kabupaten/Kota Se Sulawesi
Selatan Yang Disusun

Buku

100%

0%

89

Jumlah Aplikasi Sistem
Pengolahan Data Keuangan
Kabupaten/Kota Yang
Dikembangkan dan Dipelihara

Aplikasi

100%

0%

90

Jumlah ASN Laki-Laki
Kabupaten/Kota Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Terkait Evaluasi
APBD Kabupaten/Kota

Orang

128

128

104

81%

0%

91

Jumlah ASN Perempuan
Kabupaten/Kota Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Terkait Evaluasi
APBD Kabupaten/Kota

Orang

72

72

10

14%

0%

92

Cakupan ketersediaan data
aset yang akurat

Jenis

0%

67%
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93

Cakupan Aset (tanah) milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan yang memiliki
sertifikat

%

47

52

50.51

0%

97%

94

Cakupan aset tetap tanah
dan bangunan yang
digunakan dan dimanfaatkan

%

20

24

23.04

0%

96%

95

Jumlah sertifikat aset tetap
tanah

Sertifikat

40

30

16

0%

53%

96

Jumlah Hasil Kajian
Pemanfaatan Aset Tanah dan
Bangunan

Kajian

0%

0%

97

Jumlah laporan inventarisasi
barang milik daerah

Laporan

58

58

58

0%

100%

98

Jumlah Sistem Informasi
Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang dipelihara dan
dikembangkan

Sistem/Inform
asi

0%

0%
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gg |Jumiah AsetBermasalahyang | o 12 10 s| 0% 50%
Teridentifikasi
10 Jlfmlah dokumen RKBMD yang Dokumen 5 7 5 0% 29%
0 | disusun
10 Juml.ah standar.harga barang Standar ) 5 1 0% 50%
1 | danjasa yang disusun
10 | Jumlah OPD yang ditetapkan oPD 58 53 17 0% 29%
2 | Status Penggunaannya
10 | Jumlah Kendaraan Bantuan 0 0
3 | Hibah yang difasilitasi Kendaraan 0 0 0| 0% 0%
10 Jumlah laporan monitoring
4 dan evaluasi penatausahaan Laporan 1 0 0 0% 0%
BMD
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10 Jumlah laporan monitoring

5 dan evaluasi Pemanfaatan Laporan 1 0 0 0% 0%
Aset Tanah dan Bangunan

10 Jumlah dokumen

6 penghapusan barang milik Dokumen 1 1 1 0% 100%
daerah

10 Jumlah OPD yang dilakukan

7 Monitoring dan Evaluasi OPD 58 58 58 0% 100%
Pemeliharaan BMD

10 Jumlah Jenis Pengamanan

3 Fisik Aset Tanah dan Jenis 2 2 2 0% 100%
Bangunan

10 | Jumlah kebijakan pengelolaan . o o

9 | BMD yang disusun Kebijakan 0 1 0 0% 0%

11 | Jumlah Laporan Sensus 0 0

0 | Barang Milik Daerah Laporan 0 0 0 0% 0%
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Jumlah BMD yang

0, 0,
1 | direvaluasi/dinilai Dokumen 1 0% 0%
11 Jumlah Laporan
5 Penatausahaan Persediaan Laporan 1 0% 0%

Barang Milik Daerah
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Tabel T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2019-2020

RASIO ANTARA

REALISASI ANGGARAN PADA REALISASI DAN RATA-RATA
NO URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN TAHUN ANGGARAN PADA PERTUMBUHAN
TAHUN
2019 2020 2019 2020 2019 2020 ANGGARAN | REALISASI
1 2 6 7 11 12 16 17 18 19
Program Perencanaan
1 | dan Penganggaran 3,314,000,000.00 | 4,160,482,018.66 | 3,128,574,445.00 879,655,600.00 94.40% | 21.14% 25.54% -71.88%
keuangan Daerah
Penyusunan APBD
1.1 | Provinsi Sulawesi 1,322,000,000.00 | 1,636,250,000.00 1,290,181,018.00 383,861,500.00 97.59% 23.46% 23.77% -70.25%
Selatan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
1.2 | Terkait Perencanaan 157,000,000.00 393,025,000.00 106,116,400.00 72,963,000.00 67.59% 18.56% 150.33% -31.24%
dan Penganggaran
Keuangan Daerah
Pengembangan dan
1.3 | Pemeliharaan Sistem 500,000,000.00 |  500,000,000.00 |  490,275,000.00 000| 0.00%| 0.00% 0.00% |  -100.00%
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
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1.4

Penyusunan Regulasi
Keuangan Daerah

685,000,000.00

758,740,002.02

641,072,887.00

94,657,200.00

93.59%

12.48%

10.76%

-85.23%

15

Perencanaan dan
Penganggaran Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan
Keuangan, Bagi Hasil
Pajak, Belanja Tidak
Terduga dan
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

215,000,000.00

429,182,016.64

196,927,300.00

105,678,400.00

91.59%

24.62%

99.62%

-46.34%

1.6

Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan
Sosial

395,000,000.00

443,285,000.00

379,251,840.00

222,495,500.00

96.01%

50.19%

12.22%

-41.33%

1.7

Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Keuangan Daerah

40,000,000.00

0.00

24,750,000.00

0.00

61.88%

-100.00%

-100.00%

1.8

Penyusunan Profil
APBD Provinsi Sulawesi
Selatan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

Program
Penatausahaan Dan
Perbendaharaan
Keuangan Daerah

2,483,500,000.00

2,720,505,000.00

2,403,122,956.00

748,778,615.00

96.76%

27.52%

9.54%

-68.84%

2.1

Pengelolaan Surat
Penyediaan Dana

150,000,000.00

185,400,000.00

149,000,000.00

40,000,000.00

99.33%

21.57%

23.60%

-73.15%
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2.2

Pengelolaan Surat
Perintah Pencairan
Dana

348,000,000.00

472,900,000.00

337,236,100.00

183,374,000.00

96.91%

38.78%

35.89%

-45.62%

2.3

Koordinasi dan
Pembinaan Bendahara
Pengeluaran Perangkat
Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Selatan

424,000,000.00

393,802,500.00

419,900,473.00

97,634,333.00

99.03%

24.79%

-7.12%

-76.75%

2.4

Pengelolaan
Administrasi Penggajian
ASN Provinsi Sulawesi
Selatan

332,000,000.00

306,100,000.00

327,764,082.00

79,368,133.00

98.72%

25.93%

-7.80%

-75.78%

2.5

Pelaksanaan
Administrasi Kuasa
Bendahara Umum
Daerah (BUD)

770,750,000.00

608,612,500.00

762,185,130.00

142,398,200.00

98.89%

23.40%

-21.04%

-81.32%

2.6

Koordinasi dan
Penatausahaan
Pinjaman dan Dana
Transfer

390,000,000.00

571,960,000.00

383,637,171.00

206,003,949.00

98.37%

36.02%

46.66%

-46.30%

2.7

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Terkait Penatausahaan
dan Perbendaharaan
Keuangan Daerah

68,750,000.00

181,730,000.00

23,400,000.00

0.00

34.04%

0.00%

164.33%

100.00%

Program Pelaporan
Dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

2,604,310,284.00

2,894,710,285.00

2,475,862,351.00

379,631,145.00

95.07%

13.11%

11.15%

-84.67%
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3.1

Pengelolaan
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Sulawesi
Selatan

1,517,480,000.00

1,686,980,000.00

1,484,179,165.00

255,575,915.00

97.81%

15.15%

11.17%

-82.78%

3.2

Pengelolaan Verifikasi
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Keuangan
Daerah

471,416,000.00

552,906,000.00

469,220,360.00

63,328,231.00

99.53%

11.45%

17.29%

-86.50%

3.3

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terkait Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

125,000,000.00

334,410,000.00

119,096,700.00

0.00

95.28%

0.00%

167.53%

100.00%

3.4

Pengelolaan Tindak
Lanjut Dan
Penyelesaian Kerugian
Daerah

490,414,284.00

320,414,285.00

403,366,126.00

60,726,999.00

82.25%

18.95%

-34.66%

-84.94%

Program Pembinaan
Dan Fasilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kabupaten/Kota

1,959,725,000.00

2,018,885,480.34

1,758,840,203.00

493,111,886.00

89.75%

24.42%

3.02%

-71.96%

4.1

Evaluasi APBD dan
Pemantauan
Pelaksanaan Hasil
Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota

989,900,000.00

1,143,228,939.3
4

948,702,428.00

354,244,120.00

95.84%

30.99%

15.49%

-62.66%

4.2

Pembinaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

533,225,000.00

659,013,566.00

416,860,470.00

101,403,291.00

78.18%

15.39%

23.59%

-75.67%
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4.3

Pengelolaan Validasi
Administrasi Bagi Hasil,
Bantuan Program
Provinsi, Bantuan
Keuangan
Kabupaten/Kota dan
Bantuan Desa

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

-100.00%

4.4

Rekonsiliasi dan
Monitoring Data
Realisasi/Laporan
Pertanggungjawaban
Bagi Hasil, Bantuan
Program Provinsi,
Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota dan
Bantuan Desa

130,500,000.00

96,642,975.00

114,619,425.00

37,464,475.00

87.83%

38.77%

-25.94%

-67.31%

4.5

Penyusunan Profil
Keuangan
Kabupaten/Kota Se
Sulawesi Selatan

106,000,000.00

120,000,000.00

103,774,000.00

0.00

97.90%

0.00%

13.21%

-100.00%

4.6

Pengembangan Aplikasi
dan Pemeliharaan
Sistem Pengolahan Data
Keuangan
Kabupaten/Kota

50,000,000.00

0.00

48,840,000.00

0.00

97.68%

-100.00%

-100.00%

4.7

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Terkait Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota

149,100,000.00

0.00

126,043,880.00

0.00

84.54%

-100.00%

-100.00%

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

8,507,589,044.70

8,311,569,738.82

7,341,097,363.00

2,353,337,945.00

86.29%

28.31%

-2.30%

-67.94%
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6.1

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

40,000,000.00

40,000,000.00

31,512,135.00

14,285,240.00

78.78%

35.71%

0.00%

-54.67%

6.2

Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

42,500,000.00

40,000,000.00

22,491,190.00

13,254,780.00

52.92%

33.14%

-5.88%

-41.07%

6.3

Penyediaan Jasa
Tenaga Non PNS

2,520,000,000.00

3,348,000,000.00

2,487,000,000.00

1,315,710,000.00

98.69%

39.30%

32.86%

-47.10%

6.4

Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan

2,059,866,348.00

1,456,312,950.00

1,636,026,050.00

327,731,000.00

79.42%

22.50%

-29.30%

-79.97%

6.5

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

30,700,000.00

41,760,000.00

30,700,000.00

9,240,000.00

100.00%

22.13%

36.03%

-69.90%

6.6

Penyediaan Makanan
dan Minuman

3,150,842,624.70

2,716,223,600.00

2,584,190,580.00

537,899,700.00

82.02%

19.80%

-13.79%

-79.18%

6.7

Pelaksanaan dan
Keikutsertaan Pameran

0.00

0.00

0.00

0.00

6.8

Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah

663,680,072.00

669,273,188.82

549,177,408.00

135,217,225.00

82.75%

20.20%

0.84%

-75.38%
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Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparataur

1,966,397,420.00

2,775,022,118.36

1,861,283,592.00

446,636,109.00

94.65%

16.09%

41.12%

-76.00%

7.1

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan / Rumah Dinas

0.00

0.00

0.00

0.00

7.2

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor / Asrama

440,000,000.00

236,818,787.36

436,945,780.00

0.00

99.31%

0.00%

-46.18%

-100.00%

7.3

Pemeliharaan
Rutin/Berkala dan
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas

680,000,000.00

879,224,331.00

607,622,482.00

119,487,109.00

89.36%

13.59%

29.30%

-80.34%

7.4

Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas

0.00

0.00

0.00

0.00

7.5

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas

0.00

0.00

0.00

0.00

7.6

Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

510,970,000.00

1,257,431,500.00

483,448,900.00

217,300,000.00

94.61%

17.28%

146.09%

-55.05%

7.7

Pemeliharaan
Rutin/Berkala

290,427,420.00

261,547,500.00

289,266,430.00

69,849,000.00

99.60%

26.71%

-9.94%

-75.85%
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Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

7.8

Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Websi
te

45,000,000.00

140,000,000.00

44,000,000.00

40,000,000.00

97.78%

28.57%

211.11%

-9.09%

Program Peningkatan
Perencanaan,
Penganggaran Dan
Evaluasi Kinerja

1,647,211,104.30

1,996,432,189.82

1,564,823,176.00

596,290,664.00

95.00%

29.87%

21.20%

-61.89%

8.1

Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah

18,430,000.00

0.00

18,430,000.00

0.00

100.00%

-100.00%

100.00%

8.2

Penyusunan dan
Evaluasi Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Perangkat Daerah

768,059,000.00

914,692,175.00

745,034,653.00

395,215,600.00

97.00%

43.21%

19.09%

-46.95%

8.3

Pengumpulan dan
Publikasi Data dan
Informasi OPD

191,250,000.00

239,295,000.00

190,514,950.00

0.00

99.62%

0.00%

25.12%

100.00%

8.4

Penyusunan dan
Pengelolaan
Administrasi Keuangan

566,082,104.30

689,597,514.82

534,393,573.00

170,825,064.00

94.40%

24.77%

21.82%

-68.03%

8.5

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
dan Akhir Tahun

103,390,000.00

152,847,500.00

76,450,000.00

30,250,000.00

73.94%

19.79%

47.84%

-60.43%
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Program Peningkatan
Disiplin Dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

655,355,000.00

941,847,500.00

615,006,000.00

68,452,000.00

93.84%

7.27%

43.72%

-88.87%

9.1

Penyusunan dan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian

146,355,000.00

197,000,000.00

146,276,000.00

68,452,000.00

99.95%

34.75%

34.60%

-53.20%

9.2

Pengadaan Pakaian
Dinas dan Pakaian
KORPRI Beserta
Perlengkapannya

77,000,000.00

136,000,000.00

77,000,000.00

0.00

100.00%

0.00%

76.62%

-100.00%

9.3

Pengadaan Pakaian
Dinas Lapangan dan
Pakaian Khusus Hari-
hari tertentu

0.00

1583,550,000.00

0.00

0.00

0.00%

9.4

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

432,000,000.00

455,297,500.00

391,730,000.00

0.00

90.68%

0.00%

5.39%

-100.00%

10

Program Peningkatan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

2,464,223,100.00

239,306,788.00

9.71%

10.1

Sertifikasi Aset Tanah
Milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Selatan

608,141,500.00

14,279,400.00

2.35%

10.2

Pengelolaan
Pemanfaatan Aset
Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah

530,200,000.00

0.00

0.00%
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Provinsi Sulawesi
Selatan

10.3

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

533,596,600.00

169,140,388.00

31.70%

10.4

Pengembangan Sistem
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

0.00

0.00

#DIV/O!

10.5

Penertiban Aset
Bermasalah

191,500,000.00

0.00

0.00%

10.6

Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

16,550,000.00

0.00

0.00%

10.7

Penyusunan Standar
Harga Barang dan Jasa

300,000,000.00

10,945,000.00

3.65%

10.8

Penetapan Status
Penggunaan Barang
Milik Daerah

3,000,000.00

0.00

0.00%

10.9

Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Barang
Milik Daerah

0.00

0.00
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10.1

Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Aset
Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Selatan

0.00

0.00

10.1

Penghapusan Barang
Milik Daerah

77,285,000.00

0.00

0.00%

10.1

Monitoring dan Evaluasi
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah

4,500,000.00

0.00

0.00%

10.1

Pengamanan Fisik Aset
Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Selatan

129,800,000.00

44,942,000.00

34.62%

10.1

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

0.00

0.00

#DIV/O!

10.1

Sensus Barang Milik
Daerah

0.00

0.00

#DIV/O!

10.1

Revaluasi/Appraisal
Barang Miliik Daerah

50,000,000.00

0.00

0.00%
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Monitoring dan Evaluasi
10.1 | Penatausahaan

7 | Persediaan Barang Milik 19,650,000.00 0.00 0.00% - -
Daerah
JUMLAH 23,138,087,853.00 | 28,283,677,431.00 | 21,148,610,086.00 [ 6,205,200,752.00 91.40% 21.94% 22.24% -70.66%
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja BKAD Prov. Sulsel selama 2 tahun

capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka untuk menganalisa

kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target

dan capaian kinerja BKAD Prov. SulSel dapat dilakukan dengan

menggunakan Analisa metode SWOT dalam kaitannya dengan

pengelolaan keuangan daerah, yakni :

1. Faktor Internal
- Kekuatan (Strength)

1.

a bk~ 0w

Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan
keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
Mempunyai SOTK yang sudah jelas;

Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;

Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;

Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,;
Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa
program aplikasi komputer dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BKAD
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Kelemahan (Weakness)

1.

Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN
belum diimbangi dengan kompentensi yang sesuai;

Kualitas SDM masih belum memadai, Meskipun dari seqgi
jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas
masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan
melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut
pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga
pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang

diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;
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3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah,;

4. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, dimana
fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu
diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau
peraturan Gubernur yang mengatur secara rinci dan jelas
mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa Gedung
Kantor yang tidak proporsional lagi dengan jumlah aparatur
untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pemangku
kepentingan serta terbatasnya tempat penyimpanan
dokumen

2. Faktor Eksternal
- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pengelolaan
keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial,
sehingga peraturan perundang-undangannya sangat
memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan
perubahannya.

2. Adanya komitmen pemerintah daerah  dalam
mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan
aset daerah, Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan
perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat
daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah
sangat esensial dan mendasar;

3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan
Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi,
dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam
manajemen perkantoran modern dalam menjalankan
aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi
pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga
menjadi informasi yang lebih berguna
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Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat
dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki
system dan layanan yang diberikan

Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari
segenap aparatur pengelola keuangan seluruh
Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

keuangan;

- Tantangan (Threats)

1.

Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP
dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerabh;

Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas
pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai, dimana
Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi
dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk
pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan
keuangan khususnya,

Masih  kurangnya pemahaman para aparatur
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan
pemerintah daerah, Kondisi tersebut dapat berakibat
fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam
pencatatan laporan keuangan;

Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi
perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset
daerah, Kondisi tersebut menjadi kendala dalam
mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai
dengan perencanaan atau belum;

Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang
hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami
dan di publikasikan dengan benar, hal ini menjadi
kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan
peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus
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mengalami perubahan atau penghapusan mata
anggaran karena bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan yang baru;

7. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good
governance;

8. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan
aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan
payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan
transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah
sampai kepada proses pelaporannya,;

9. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan
sumber-sumber pendapatan dalam yang belum
dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-
sumber pendapatan asli daerah.

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka
dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk
memastikan bahwa BKAD Prov. Sulsel dapat melaksanakan strategi
dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada
tersebut.

I ———
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3.1

BAB lli
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti
kaidah-kaidah good governance serta berbasis pada visi dan misi.
Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi
belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya
permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal
maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan
desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan
keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu
sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi
nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan tersendiri dalam
upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi
dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan
amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Dan
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka peranan BKAD sangat
penting dalam pengelolaan keuangan dan Aset daerah mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan Aset Daerah namun
peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak
didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai

dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
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Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, maka penyusunan
rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik
yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa
informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang
eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang
dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode
2019-2023 ini :

I ———
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TABEL T-B.35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS

2

DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kemungkinan penetapan APBD Provinsi
Sulawesi Selatan yang tidak tepat waktu,
didasari atas pertimbangan adanya transisi
kepemimpinan baik di level eksekutif maupun
legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala
daerah serentak, pemilihan presiden dan
pemilihan legislatif

Kemungkinan Penetapan APBD Yang Tidak Tepat Waktu

Regulasi dan Kebijakan Yang Semakin Berkembang

Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang
digunakan dalam proses perencanaan,
penganggaran, evaluasi dan pelaporan
keuangan maupun barang milik daerah
mengakibatkan kemungkinan terjadinya
ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen
yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif

Belum Terintegrasinya Semua Sistem Informasi / Aplikasi
Yang Digunakan

Pengelolaan Sistem Informasi Yang Belum Terpusat

Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan
sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan
bantuan keuangan yang masih memiliki
kekurangan, baik dalam proses perencanaan,
penyaluran hingga pelaporannya

Proses Pencairan Belanja Yang Kadang Masih Memakan
Waktu Lama

Inovasi Pelayanan Dalam Pencairan Belanja Yang
Masih Kurang
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2

4

Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non
Tunai (TNT), berhadapan dengan upaya untuk
mempercepat penyerapan anggaran di tiap
triwulannya,

Percepatan Pelaksanaan Penerapan Transaksi Non Tunai
(TNT)

Komitmen dan Kesiapan Stakeholder Dalam
Melaksanakan Percepatan Penerapan TNT

Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan
APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian
Daerah yang masih perlu ditingkatkan

Percepatan Tindak Lanjut Serta Penyelesaian Hasil
Temuan Pemeriksaan

Komitmen Dari Stakeholder Dalam Menindaklanjuti
dan Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan

Dengan banyaknya transisi kepemimpinan
daerah kabupaten/kota di tahun 2019,
kemungkinan terjadi penurunan kinerja
pemerintahan, khususnya dalam hal
pencapaian Opini WTP dari BPK RI di 24
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Kemungkinan Adanya Penurunan Capaian
Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP

Konsistensi dan Kesiapan Pemerintah Daerah
Dalam Menyikapi Pemberlakuan Regulasi Terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terus
Berkembang

Belum teridentifikasi serta perlunya kajian lebih
lanjut aset daerah yang belum dimanfaatkan
secara optimal dalam menunjang pendapatan
asli daerah

Siklus pengelolaan barang milik daerah secara sistematis
belum terlaksana secara akurat dan terintegrasi

Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta
terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan
asset

Adanya beberapa bidang aset milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang
tumpang tindih dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah
Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan
tersebut

Belum Tertibnya Pengamanan Aset

Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta
terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan
asset
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2

Adanya beberapa aset milik Pemerintah yang
dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga
bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain

Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta

9 atas nama Pemerintah Provinsi serta untuk Belum Tertibnya Pengamanan Aset terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan
mengambil alih lahan tersebut membutuhkan asset
proses Hukum
masih adanya beberapa bidang aset yan L
belum mem)iqiki buki k%pemilikagm sepBe/rti 9 _ Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta
10 sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak Belum Tertibnya Pengamanan Aset ;esrsb;tasnya SDM yang handal dalam pengelolaan
didukung oleh bukti fisik perolehan
masih kurangnya perhatian OPD dalam
melakukan monitoring dan evaluasi barang . Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta
. . . Belum optimalnya OPD dalam melaksanakan kesleuruhan
11 | yang dikuasainya sehingga menghambat tahapan penaelolaan BMD terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan
proese perencanaan dan pelaporan barang pan peng asset
milik Daerah
Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
12 | BPKD Prov. SuLSel yang masih perlu Pada Peranakat Daerah ’ P Jumlah dan Kapasitas SDM Yang Masih Kurang
ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu 9
maupun kualitas dari dokumen tersebut
Tingkat Partisipasi stake holder lingkup BPKD , , , .
Prov. SuLSel dalam proses perencanaan, Masih Kurang Optimalnya Keterlibatan Pemangku Komitmen dan Konsistensi Dari Stakeholder dalam
13 proses perencanaan, evaluasi hingga pelaporan

evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum
optimal

Kepentingan (stakeholder)

kinerja
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1 2 3 4

Sarana prasarana perkantoran yang belum
14 | memadai, ruangan kerja yang terbatas dan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Kurang Memadai
fasilitas layanan umum yang kurang nyaman

Kapasitas Gedung Kantor Yang Tidak Sesuai Lagi
Dengan Kondisi Pelayanan Saat Ini
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Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala yang
dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas dapat
dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-
fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawabh ini.

1. Perencanaan Keuangan Daerah
Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan
keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Keuangan

Dan Aset Daerah (BKAD). Hasil koordinasi perencanaan

keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim

Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang

dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah, adalah:

a. Proses pembahasan RAPBD Provinsi pada DPRD masih
didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan
rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang
mengakibatkan penetapan APBD Provinsi juga berlangsung
lama,;

b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan
perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-
masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan
kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi
pendanaan.

c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi
terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan
RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi
perbaikan dari hasil evaluasi Menteri atas RAPBD Provinsi.

d. Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan
yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya
transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun
legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak,
pemilihan presiden dan pemilihan legislatif

e. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Keuangan dan Kinerja BKAD Prov. SuLSel yang
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masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu
maupun kualitas dari dokumen tersebut

f. Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan
dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan
pelaporan keuangan maupun barang milik daerah
mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian
data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu
yang tidak efektif

g. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan
bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih
memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan,

penyaluran hingga pelaporannya

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah
Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan
cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan
keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses
administrasi  perbendaharaan dilakukan sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang
dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi
syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat
berjalan dengan lancar.
Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam
rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

f. dibutuhkan pembinaan dan koordinasi yang intensif antara
BKAD Prov. SulSel selaku Bendahara Umum Daerah dengan
OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar
administrasi perbendaharaan (penerimaan dan pengeluaran
kas) dapat berjalan dengan tertib, cepat dan tepat waktu.

g. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan
bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih
memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan,

penyaluran hingga pelaporannya.
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h. Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT),
berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan

anggaran di tiap triwulannya.

3. Pelaporan Keuangan Daerah
Raihan Opini WTP dari BPK Rl atas LKPD Provinsi Sulawesi
Selatan selama 8 kali sejak tahun 2010-2017 merupakan
kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas
pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya,
prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara
meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam
transparansi  pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan

APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal

terkait capaian dari pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi

Selatan.

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi
dalam rangka Pelaporan Keuangan Daerah, adalah:

a. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan
harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan acrual
basis agar tidak terjadi kesalahan dalam
pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan
laporan keuangan masing-masing OPD yang akuntabel dan
tepat waktu dalam penyajiannya.

b. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan
Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian
Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkkan

c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja BKAD Prov. SuLSel yang
masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu

maupun kualitas dari dokumen tersebut.
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4. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab/Kota

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
terhadap Kabupaten/Kota oleh Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan kepada
OPD yang ada dalam pemerintah daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, tetapi juga dilakukan kepada Pengelolaan Keuangan
Daerah pada Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
rangka pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah,
adalah
a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang terlambat dalam

menetapkan rancangan APBD/APBD Perubahan
b. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang mendapat Opini

Disclaimer dari BPK Rl atas Penyajian Laporan

Keuangannya.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk melakukan
penjabaran atas pembinaan dan evaluasi yang dilakukan

d. Dengan banyaknya transisi kepemimpinan daerah
kabupaten/kota di tahun 2019, kemungkinan terjadi
penurunan kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal
pencapaian Opini WTP dari BPK RI di 24 Kabupaten/Kota Se

Sulawesi Selatan
e. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan

bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih

memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan,

penyaluran hingga pelaporannya

5. Layanan Administrasi Perkantoran
Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu
organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang
dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi
perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan

umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat
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memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga

dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder

lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur
untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan
kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi
informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan
administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah :

a. dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-
masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak
luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi
yang mampu menghadirkan kecepatan layanan
administrasi.

b. dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, salah
satu komponen utama yang akan menentukan kualitas
output dari pengelolaan keuangan adalah sumber daya
manusia. Aparatur pengelola keuangan yakni stakeholder
lingkup BKAD Prov. SulSel dituntut mengetahui secara
seksama proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang belum optimal

c. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan
sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus
memperbaharui sekaligus meningkatkan
wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan
keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan
lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BKAD
dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan pengembangan sumber daya seperti diatas tadi,
baik PNS pria maupun perempuan, golongan Il, lll hingga
golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu,
hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup
BKAD yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi

yang melekat pada BKAD secara professional
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d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja BKAD Prov. SuLSel yang
masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu
maupun kualitas dari dokumen tersebut

e. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai,
ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum
yang kurang nyaman

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah fungsi baru yang
diemban oleh BKAD SulSel di tahun 2020 ini, dengan adanya
perubahan struktur organisasi. Hal ini tentunya membawa
dampak yang besar dalam pelaksanaan fungsi BKAD, dimana
selain pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengelolan
asset daerah. Permasalahan yang cukup banyak dihadapi dalam
pengelolaan BMD ini, utamanya pada sisi penertiban dan
pemanfaatan asset yang dapat memberikan kontribusi maksimal
pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
rangka pengelolaan barang milik daerah, adalah :

1. Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota
telah mensertifikatkan lahan tersebut

2. Adanya beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai
ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah
mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi serta
untuk mengambil alih lahan tersebut membutuhkan proses
hukum

3. Masih adanya beberapa aset yang terletak di
Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi
tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan
Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang

mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara
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4. Terdapat beberapa OPD yang masih lemah dalam
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain

5. masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki
bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada
diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan

6. masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan
monitoring dan evaluasi barang yang dikuasainya sehingga
menghambat proese perencanaan dan pelaporan barang
milik daerah.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan
perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Badan Keuangan
dan Aset Daerah Prov. SulSel pada target indikator kinerja sasaran yang
telah dilaksanakan pada 2 tahun kinerja terakhir periode Renstra BKAD,
hal ini memberikan antara target dan realisasi pencapaian sasaran yang
dapat diwujudkan. Selanjutnya analis isu-isu strategis yang
berhubungan atau mempengaruhi Badan Keuangan dan Aset Daerah
seperti yang terlihat pada tabel T-B.36 yang menerangkan
permasalahan BKAD terhadap tugas dan fungsi pelayanan perangkat
daerah dimana salah satu permasalahan yang menjadi pandemi bukan
hanya di indonesia melainkan pandemi yang berdampak secara global
menyeluruh di seluruh Dunia COVID19 yang membawa dampak kondisi
perekonomian yang menurun dan tidak kunjung membaik, yang dimana
hampir sebagian besar dana APBN dan APBD dialihkan untuk

mempercepat penanggulangan wabah tersebut.
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Tabel T-B.36
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

1 2 3 4 5

Komitmen dari seluruh manajemen
organisasi perangkat daerah
(OPD) untuk secara konsisten

1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan Sesuai (=) ;nser)rgsgpaéggggn;?;?nagiils&ek B
pengelolaan keuangan dan dalam
tahap penyusunan dan Penetapan
LKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

I ———
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1 2 3 4 5

Pengelolaan alokasi belanja
daerah yang semakin efektif dan
2 | Persentase SILPA terhadap APBD Sesuai (=) juga kemampuan meningkatkan
pendapatan daerah yang semakin
membaik

Komitmen untuk bekerja dan
menyusun serta menetapkan

3 | Persentase belanja pendidikan (20%) Melampaui (>) alokasi anggaran sesuai dengan
aturan yang berlaku
Komitmen untuk bekerja dan
4 | Persentase belanja kesehatan (10%) Melampaui (>) gslr(glsjiszrz]gsgggnmszgit;p(;(:r?gan
aturan yang berlaku
Kebijakan Penetapan Alokasi
Anggaran Belanja Tidak Langsung
5 Perbandingan antara belanja langsung dengan Belum Tercapai (<) dan Belanja Langsung Ada Pada

belanja tidak langsung Kepala Daerah Berdasarkan
Prioritas Pembangunan Pada

Tahun Berkenaan

I ———
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4

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Belum Tercapai (<)

Kebijakan pusat yang berubah-
ubah terhadap Pemerintah Daerah
(Provinsi) terhadap belanja bagi
hasil dan kondisi perekonomian
tidak kunjung membaik dengan
adanya wabah virus korona yang
menjadi pandemi di setiap negara
termasuk di Indonesia

Penetapan APBD

Sesuai (=)

Kordinasi dan Sinergi yang baik
dengan seluruh Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam setiap
tahapan penyusunan hingga
penetapan APBD Provinsi dan
Kerja sama yang baik dengan
pihak legislatif DPRD Provinsi

I ———
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3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Visi adalah gambaran tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan
yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2023. Penjelasan visi dijabarkan
kedalam lima pokok kalimat yang menjadi batasan pengertian visi.
Berdasarkan hal tersebut, maka visi RPIMD Provinsi Sulawesi Selatan
periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

“ Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “

Dalam rumusan visi ini ada lima pokok visi yakni Inovatif,
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Penjelasan masing-
masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Inovatif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2023 yang mepunyai kemampuan menciptakan gagasan
baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produktif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2023 yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan
Produk dan Jasa yang berdaya saing dalam rangka Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat.

Kompetitif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2023 yang mempunyai kemampuan menghasilkan SDM,
Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Inklusif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2023 yang mempunyai kondisi system dan lingkungan yang
ramah untuk semua tampa hambatan dengan cara melibatkan
partisipasi masyarakat tampa kecuali.

Berkarakter adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2023 yang mempunyai Spirit Pembangunan berdasarkan
agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Sedangkan Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-
upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Sulawesi
Selatan pada Tahun 2023 dan menjadi acuan melahirkan arah
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kebijakan pembangunan. Penentuan Misi ini didasarkan pada 4 Fungsi
Utama Pemerintahan Yakni Melayani (Service), Membangun
(Development), Memberdayakan (Empowerment) dan Mengatur
(Regulating), adapun Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat

5 (lima) Misi yang akan dijalankan yakni:

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan
Berkarakter;
Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel,

3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang
Produktif;
Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan inklusif;
Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya
Alam Yang Berkelanjutan.

Dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan di periode tahun 2018-2023, BKAD Prov. SulSel
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset
daerah akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk
mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2018-2023 dalam hal alokasi anggaran yang tepat
sasaran, penatausahaan administrasi keuangan yang baik dan cepat,
pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan
perundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan
daerah kabupaten/kota, Serta Pengelolaan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan melalui 2 Program Utama yakni :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dan secara internal, dalam mendukung capaian misi ke-1
Provinsi Sulawesi Selatan yakni Pemerintahan Yang Berorientasi
Melayani, Inovatif dan Berkarakter, maka BKAD Prov. SulSel
senantiasa memperbaharui diri dalam meningkatkan layanan kepada
masyarakat, dan stakeholder lainnya melalui 1 Program Pendukung
yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
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3.3

Telaahan Renstra K/L

Tujuan dari analisis Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah
terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk
mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan
sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku
perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan Keuangan Dan Aset
Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan
sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat
melalui 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Serta Badan
Pemeriksa Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan
tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga
pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Tahun 2020-2024, terdapat Arah dan Kebijakan
yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan yakni

1. Peningkatan Kapasitas Dan Sinergi Pembangunan Pusat dan
Daerah, Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan
Penguatan Inovasi :

1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan
regulasi,melalui :

a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.

c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda.

d. Reviu Ranperda dan Ranperkada.
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e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah
akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan
regulasi (research based policy).

2) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah,
melalui:

a. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan
ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk
peningkatan pendapatan desa;

b. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non
pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;

c. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah,
pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka
lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional
maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan
antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur
pro investasi;

d. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi
daerah;

e. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jarring
pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemic
Covid-19;

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dapat
dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang
Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif
konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan
untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan adalah:
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a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal
dan sector keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan
refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.

b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan
kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.

c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali
dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap
memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.

d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-
undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang
sehat dan berkelanjutan.

f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen
fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta
penguatan neraca

h. transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk
memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.

i. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong
investasi dan daya saing.

J. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan
investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.

k. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal
Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.

I. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan
ekonomi serta keuangan.

m.Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan
literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem
keuangan.

2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja
Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang
tepat. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam

mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:
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a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN
yang memberikanbfleksibilitas bagi pemerintah  untuk
pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian
prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional
secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.

b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial
dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik
antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk
peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk
mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis
nasional di desa.

c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja KI/L,
penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk
penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional
serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan
perekonomian.

d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat
sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of
working, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses
perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah,
serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga
aspek good governance.

e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based
budgeting, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses
perencanaan penganggaran.

f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta
Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah
berdasarkan standardisasi program/kegiatan, outcome/output,
satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan
keuangan daerah terintegrasi.

g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke
Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan
terintegrasi  (integrated funding) untuk  mempercepat
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pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan
meningkatkan efisiensi anggaran.

h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah
berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan Kkinerja
daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk
mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.

i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif
untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

J. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola
kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU)
untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang
dapat dilakukan dengan skema bisnis.

k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah
agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.

|. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi
secara menyeluruh dengan basis real time sehingga
mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

m.Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak
belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan
kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran
yang berkualitas.

n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses
penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta
pelaksanaan reward and punishment.

3. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan
yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang

Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja
pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif

serta memberi manfaat finansial.
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c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan
negara yang terkendali.
3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan Arah dan
Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan

Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan
dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara
Berkelanjutan
Strategi 2 - Meningktatkan Kualitas Pemeriksaan Secara

Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik
dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi
perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kematangan organisasi ke level insight dan foresight,
serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal
point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan
RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs
sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu
meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat,
memenuhi permintaan pemangku

kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan
isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif.
Strategi pemeriksaan

BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan
unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial
sebagaimana menjadi karakter agenda
pembangunan nasional yang diusung dalam
RPJIJMN 2020-2024. Dengan memperhatikan unsur

ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara
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komprehensif mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pada

seluruh  kementerian/lembaga terkait dengan
mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK
sesuai dengan kewenangan dan portofolionya
masing-masing. Hal ini akan menghasilkan
rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat
yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan
sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang
akan datang.

Strategi - 5 Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara Serta
Penyelesaian Ganti Rugi Negara

a. Penguatan Regulasi di Bidang
PemeriksaanKeuangan Negara
Strategi ini  berkaitan dengan upaya
memebrikan pertimbangan secara aktif
terhadap rancangan dan  peraturan
perundang-undangan pemeriksaan keuangan
Negara, yang berdampak pada pelaksanaan
tugas dan kewenangan BPK serta
peningkatan kualitas tata kelola keuangan
Negara

b. Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara
Strategi ini  berkaitan dengan upaya
menguatkan aspek-aspek hukum
pemeriksaan keuangan negara, agar proses
pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan
termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hokum

dari pihak lain
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c. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Strategi ini  berkaitan dengan upaya
meningkatkan peran aktif BPK dalam
penyelesaian kasus ganti kerugian negara,
baik yang disebabkan oleh bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara maupun

pejabat lainnya.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola
Organisasi, melalui strategi:

Strategi 6 - Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan
Kerja Samadengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam

mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat

bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya

BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan

komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan

kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan merupakan masyarakat,

kelompok, komunitas, ataupun individu yang

memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau

tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga

perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa,

instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk

berdasarkan undang-undang, organisasi

kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-

lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK

dan pemangku kepentingan dapat saling

memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi

dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan

pengelolaan keuangan negara.

Upaya mengoptimalkan sumber daya

danketerlibatan pemangku kepentingan
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diharapkandapat = membawa  perbaikan  dan
penyempurnaan terhadap kondisi BPK saat ini.
Renstra BPK 2020-2024 telah mengidentifikasi dan
mengintegrasikan kondisi saat ini dengan hasil
penilaian mandiri dengan pendekatan SAlI PMF self
assessment pada Domain A (Independensi dan
Kerangka  Hukum) untuk indikator  SAI-1
Independensi, Domain B (Tata Kelola Internal dan
etika) untuk indikator SAI-3 siklus perencanaan
strategis, Domain D (Manajemen Keuangan, Aset
dan Pendukung Lainnya) untuk indikator SAI-21
(Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan
Pendukung), Domain E (SDM dan Pelatihan)
untukindikator SAI-22 (Manajemen SDM) dan SAI23
(Pelatihan dan Pengembangan Profesional), dan
Domain F (Pengelolaan Komunikasi dengan
Stakeholder) untuk indikator SAI-24 (Komunikasi
dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif), dan SAI-
25 (Komunikasi dengan Media, Masyarakat dan
Lembaga Masyarakat), dengan mempertimbangkan
kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan

organisasi.
4. Arah dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-
2024, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas

dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 —

2024, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur,
Penyederhanaan Regulasi, Penyerderhanaan Birokrasi dan

Transformasi Ekonomi, maka arah dan kebijakan Kementerian
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional difokuskan

pada:

a. Optimalisasi manfaat penyelenggaraan Reforma Agraria;

b. Terdaftarnya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi
dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk
mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif;

c. Terwujudnya RDTR di seluruh  wilayah  untuk
memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang;

d. Menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
sebagai pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis
teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi;

e. Terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan
produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara
elektronik;

f.  Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata
ruang sebagai basis penerimaan Negara;

g. Terwujudnya standar kompetensi SDM profesional menuju
birokrasi standar dunia.

2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai

koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, kami akan melakukan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubernur
dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Forkopimda.

b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemerintah
daerah mengalokasikan belanja APBD sesuai program
prioritas nasional.

c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan
Internal Pemerintahan (APIP) Daerah.

d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, APIP Daerah dan Aparat Penegak Hukum.
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e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020
sesuai 5 program prioritas yang ditetapkan Presiden.
3. Optimalisasi Pelaksanaan Program Strategis
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN akan terus melakukan optimalisasi
pelaksanaan program-program strategis, yang meliputi:

Percepatan pemetaan dasar pertanahan;
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Penyelenggaraan Reforma Agraria;

a o T p

Percepatan penyusunan RDTR dalam rangka penataan

ruang yang berkualitas;

e. Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur
Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun kepentingan
investasi;

f. Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam
rangka pengendalian alih fungsi lahan, luas lahan baku
LP2B dan penyediaan Tanah Reforma Agraria serta
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

g. Penanganan kasus pertanahan dan ruang;

h. Digitalisaasi data pertanahan dalam rangka transformasi
digital untuk mewujudkan birokrasi “Digital Melayani”;

i.  Pengukuran batas kawasan hutan;

J.  Legislasi bidang pertanahan, termasuk melanjutkan proses
legislasi RUU Pertanahan, pembentukan Lembaga
Pengelolaan Tanah (Bank Tanah) dan Lembaga Pengadilan
Pertanahan;

k. Intensifikasi pemetaan dan penggunaan zona nilai tanah
berasis bidang dan ekstensifikasi pemanfaatan nilai tanah ke
berbagai instansi;

. Pengembangan sumber daya manusia melalui metode
talent pool;

m. Manejemen kualitas dan mitigasi resiko pelaksanaan

program strategis pertanahan dan tata ruang.
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3.4

3.5

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Badan Keuangan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai perangkat daerah penunjang urusan keuangan ikut
berperan dalam mendukung alokasi pendanaan ke sektor yang
dianggap perlu untuk percepatan pencapaian indikator kinerja
perangkat daerah yang terkait langsung dengan implemnetasi RTRW
dan KHLS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Penentuan Isu-lsu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BKAD serta
telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis
bagi BKAD Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya yakni :

1. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi
hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih baik,
dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang
sederhana, cepat dan akuntabel,

2. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil
Temuan Pemeriksaan dari BPK Rl dan APIP, termasuk didalamnya
penyelesaian atas temuan Kkerugian daerah, dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
secara umum dan BKAD Prov. SulSel secara khusus;

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem
Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPD, E-Planning, E-Budgeting
dan E-RKBMD/SIMDA) ,

4. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan
daerah secara terus menerus kepada 24 Kabupaten/Kota, baik
dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
maupun pihak legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)

5. Perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan,

mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta
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melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang
dikuasainya

6. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Koordinasi Secara
Berkala Atas Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BKAD Prov.
SulSel, baik dengan unit kerja lingkup BKAD maupun dengan
perangkat daerah yang terkait;

7. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BKAD Prov.
SulSel, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran,
peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh
Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait
dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.

I ———
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4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah
keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya
ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang
memiliki lima pilar utama yaitu Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan
berkarakter.

Untuk mewujudkan misi Kepala Daerah dijelaskan dengan tujuan
yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi
kepala Daerah yang bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan
akan tetapi komitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Misi
Kepala Daerah selama lima tahun yang akan datang dengan didasarkan
pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai
selama lima tahun dan secara bertahap pencapaiannya.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2018 - 2023 dalam
merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH YANG BERKUALITAS
(TERTIB, TAAT ATURAN, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL)

2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERANGKAT
DAERAH
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Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang
diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu
strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama
lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap
tahun.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode Perubahan Renstra
BKAD 2018 - 2023 adalah

SASARAN |

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan
Barang Milik Daerah

¢ 1. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA
Tepat Waktu

e 2. Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Opini WTP

¢ 3. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen
Pembayaran Sesuai Ketentuan

¢ 4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan
Keuanagan Tepat Waktu

e 5. Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD

Sasaran Il

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

¢ 1. Persentase Nilai SAKIP OPD
e 2. Persentase Temuan Material
¢ 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta
indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun periode Renstra
Tahun 2018-2023 :
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TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERIODE TAHUN 2018 - 2023

1 2 3 4 7 8 9
Meningkatkan Pengelolaan 1. Tingkat Kepatuhan Perangkat | (Jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100%
Keuangan dan Barang Milik Daerah Dalam Pelaporan Perangkat Daerah yang Sesuai
Daerah yang Berkualitas Keuangan Sesuai Standar SAP : Jumlah Perangkat Daerah
(Tertib, Taat Aturan, Akuntansi Pemerintah ) x 100%
Transparan dan Akuntabel) _ : -
Meningkatnya Kualitas 1. Tingkat Kepatuhan Perangkat | (Jumlah RKA Perangkat Daerah 100% 100% 100%

Pengelolaan Keuangan
Dan Barang Milik Daerah

Daerah Dalam Penyampaian
RKA Tepat Waktu

Yang Disampaikan Tepat Waktu :
Jumlah Perangkat Daerah ) x
100%
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2. Persentase Kabupaten/Kota | (Jumlah Kabupaten/Kota Yang 92% 96% 100%
Yang Mendapatkan Opini WTP | Mendapat Opini WTP dari BPK
RI : Jumlah Kabupaten/Kota Se
Sulawesi Selatan) x 100%
3. Tingkat Kepatuhan Perangkat | (Jumlah Dokumen Pembayaran 100% 100% 100%
Daerah Dalam Pengajuan yang Disampaikan : Jumlah
Dokumen Pembayaran Sesuai Jumlah Perangkat Daerah) x
Ketentuan 100%
4. Tingkat Kepatuhan Perangkat | (Jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100%
Daerah Dalam Penyampaian Perangkat Daerah yang
Laporan Keuangan Tepat Disampaikan Tepat Waktu :
Waktu Jumlah Perangkat Daerah ) x
100%
5. Kontribusi Pendapatan Dari Persentase PAD Yang Diperoleh 1% 1,5% 2%
Pengelolaan BMD Terhadap Dari Pengelolaan Barang Milik
PAD Daerah
Meningkatkan Akuntabilitas 1. Tingkat Kepuasan Persentase Capaian Nilai SAKIP 100% 100% 100%

Perangkat Daerah

Masyarakat Atas Layanan Yang
Diberikan

BKAD
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Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja,
Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah

1. Persentase Nilai SAKIP OPD

Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat/ASN Terhadap
Pelayanan Perangkat Daerah

81%

81%

81%

2. Persentase Temuan Material

(Jumlah Temuan Pemeriksaan
Material / Jumlah Realisasi
Belanja Daerah) x 100%

1%

0,75%

0,5%

3. Persentase ASN Nilai SKP
Kategori Baik

(Jumlah ASN Dengan Nilai SKP
Kategori Baik : Jumlah ASN
BPKD) x 100%

100%

100%

100%
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah

mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh pada

periode 2018 -2023 sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mendorong Terwujudnya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah
Yang Berkualitas

2. Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik
di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

3. Mendorong Terwujudnya Layanan Perbendaharaan Keuangan
Daerah Yang Optimal

4. Mendorong Terwujudnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Yang Baik

5. Mendorong Terwujudnya Pendayagunaan dan Optimalisasi
Pemanfaatan Barnag Milik Daerah dalam menunjang sumber-
sumber pendapatan daerah

6. Melakukan Upaya peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Administrasi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

7. Melakukan Upaya Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

8. Mendorong Terlaksananya Optimalisasi Dukungan Teknis Dan
Layanan Administrasi Umum Perkantoran

Sedangkan arah kebijakan yang akan dikeluarkan untuk

melaksanakan strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan
Daerah

2. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24
Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan Yang
Berkelanjutan

3. Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah
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10.
11.
12.

13.
14.

Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Meningkatakan Koordinasi dan Pembinaan Ke OPD Terkait
Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tertib

Optimalisasi Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam
Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna

Mengoptimalkan Layanan Administrasi Keuanga Perangkat Daerah
Meningkatakan Koordinasi Dalam Rangka Penyususnan Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah Melalui Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Secara Berkala

Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran
Mengoptimalkan Ketersediaan Dan Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran

Meningkatakan Disiplin Aparatur Perangkat Daerah

Meningkatkan Pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah.

Secara lebih rinci, kaitan antara strategi dan kebijakan dengan

pencapaian tujuan dan sasaran BKAD dan juga kaitannya dengan

pencapaian visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, dapat dilihat dari matriks berikut ini
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TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 - 2023

VISI

: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

MISI

: (1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

1

2

Meningkatka
n
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Yang
Tertib, Taat
Aturan,
Transparan
dan
Akuntabel

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Barang Milik
Daerah

1. Mendorong Terwujudnya Perencanaan
Anggaran Keuangan Daerah Yang
Berkualitas

1.1 Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah

2. Mendorong Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan Daerah Yang Baik di 24
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

2.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24
Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan Yang
Berkelanjutan
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3. Mendorong Terwujudnya Layanan
Perbendaharaan Keuangan Daerah Yang
Optimal

3.1 Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah

4. Mendorong Terwujudnya Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Yang Baik

4.1 Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

5. Mendorong Terwujudnya
Pendayagunaan dan Optimalisasi
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam
Menunjang Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah

5.1 Meningkatkan Koordinasi Dan Pembinaan Ke OPD Terkait Pengelolaan
Barang Milik Daerah Yang Tertib

5.2 Optimalisasi Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai,
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Meningkatka
n
Akuntabilitas
Perangkat
Daerah

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja,
Perencanaan

1. Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas
Penyelenggaranan Administrasi Dan
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

1.1 Mengoptimalkan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Meningkatkan Koordinasi dalam Rangka Penyususnan Pelaporan Keuangan
Perangakat Daerah
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dan
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat
Daerah

2. Melakukan Upaya Percepatan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

1.1 Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran Perangkat
Daerah Melalui Koordinasi Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara
Berkala

1.2 Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

3. Mendorong Terlaksananya Optimalisasi
Dukungan Teknis dan Layanan
Administrasi Umum Perkantoran

1.1 Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran

1.2 Mengoptimalkan Ketersediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasana
Perkantoran

1.3 Meningkatkan Disiplin Aparatur Perangkat Daerah

1.4 Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran BKAD Prov. SulSel dalam
kurun waktu 3 tahun ke depan sisa periode RPJMD, dengan strategi dan
kebijakan yang akan diambil nantinya, maka BKAD Prov. SulSel telah
merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator dan
pendanaan yang di susun sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah dan akan dilaksanakan dengan berpedoman pada
pencapaian visi dan misi RPIJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 — 2023.
Adapun 3 Program, 14 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan tersebut seperti yang
terlampir di tabel T-C.27 berikut ini :
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TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2021-2023

PERUBAHAN RENSTRA BKAD TAHUN 2018-2023

Indikator Kinerja P .
. Tujuan / Sasaran / Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode Tujuan/Sasaran/Program Program (Outcome) Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra PD
Kegiatan/Sub Kegiatan .
dan Kegiatan
(Output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan Tingkat Kepuasan 100% 100% 100% 100%
Akuntabilitas Perangkat Masyarakat Atas
Daerah Layanan Yang
Diberikan
Meningkatnya Persentase Temuan 1% 0,75% 0,5% 0,5%
Akuntabilitas Kinerja, Material
Perencanaan
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dan Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase ASN Nilai
SKP Kategori Baik

100%

Persentase Nilai
SAKIP OPD

81%

100%

81%

100%

81%

100%

81%

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Realisasi
Kegiatan Perangkat
Daerah

100%

Persentase
Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP (%)

25%

Persentase ASN
Perangkat Daerah
Berkinerja Kategori
Baik dan Sangat Baik

100%

103,838,806,180.
00

100%

25%

100%

105,219,923,193.
86

100%

25%

100%

106,092,204,468.
61

100%

75%

100%

315,150,933,842.
47

1.0

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tepat Waktu

100%

1,635,893,072.00

100%

1,700,000,000.00

100%

1,850,000,000.00

100%

5,185,893,072.00

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023

113




1.0

01

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Yang Disusun
Jumlah Dokumen
Perjanjian Kinerja
Yang Disusun

Jumlah Dokumen
Proses Bisnis dan SOP
Perangkat Daerah
Yang Disusun

Jumlah Dokumen
Rencana Aksi Yang
Disusun

Jumlah Dokumen
Renja Yang Disusun
Jumlah Dokumen
Renstra Yang Disusun
Jumlah Pelaksanaan
Forum Perangkat
Daerah

4 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen

1 Kali

612,966,324.00

4 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen

1 Kali

615,000,000.00

4 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen

1 Kali

650,000,000.00

12
Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen
6 Dokumen

6 Dokumen
6 Dokumen
3 Dokumen

3 Kali

1,877,966,324.00

1.0

04

Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi
Penyusunan
Dokumen RKA dan
DPA

Jumlah Dokumen RKA
dan DPA Yang Disusun

4 Dokumen

4 Dokumen

423,334,824.00

4 Dokumen

4 Dokumen

485,000,000.00

4 Dokumen

4 Dokumen

500,000,000.00

12
Dokumen

12
Dokumen

1,408,334,824.00
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1.0

07

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Yang Disusun
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi, Konsultasi
dan Evaluasi
Pengelolaan Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Data Dan Informasi
Kinerja Yang
Dikumpulkan
Jumlah Sistem
Informasi/Aplikasi
Kinerja Perangkat
Daerah Yang
Dipelihara dan
Dikembangkan

40
Dokumen

4 Dokumen

12

Dokumen

2 Sistem
Informasi

599,591,924.00

40
Dokumen

4 Dokumen

12

Dokumen

2 Sistem
Informasi

600,000,000.00

40
Dokumen

4 Dokumen

12

Dokumen

2 Sistem
Informasi

700,000,000.00

120
Dokumen

12
Dokumen

36

Dokumen

2 Sistem
Informasi

1,899,591,924.00

1.0

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

% Penyusuan
dokumen Laporan
Keuangan Tepat
Waktu

100%

94,226,171,356.0
0

100%

94,574,516,008.0
0

100%

94,774,516,008.0
0

100%

283,575,203,372.
00

1.0

01

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Gaji
dan Tunjangan Yang
Terbayarkan

14
Dokumen

92,948,534,984.0
0

14
Dokumen

93,024,516,008.0
0

14
Dokumen

93,024,516,008.0
0

42
Dokumen

278,997,567,000.
00

1.0

03

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Keuangan SKPD yang
Di Buat

Jumlah Dokumen
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD yang
Di Buat

77
Dokumen

3000
Dokumen

181,520,524.00

77
Dokumen

3000
Dokumen

200,000,000.00

77
Dokumen

3000
Dokumen

300,000,000.00

231
Dokumen

9000
Dokumen

681,520,524.00
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1.0

04

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
Evaluasi Laporan
Keuangan
Pertanggungjawaban
BTL

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
konsultasi Laporan
Keuangan

Jumlah Dokumen
Prognosis Yang Dibuat
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan
Yang Dibuat

Jumlah Laporan
Semester Yang Dibuat
Jumlah Laporan
Triwulan SKPD Yang
Dibuat

4 Dokumen
2 Dokumen

1 Dokumen
12 Laporan
2 Laporan
4 Laporan

790,207,824.00

4 Dokumen
2 Dokumen

1 Dokumen
12 Laporan
2 Laporan
4 Laporan

850,000,000.00

4 Dokumen
2 Dokumen

1 Dokumen
12 Laporan
2 Laporan
4 Laporan

900,000,000.00

12
Dokumen

6 Dokumen

3 Dokumen
36 Laporan

6 Laporan
12 Laporan

2,540,207,824.00

1.0

06

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi LHP
Jumlah Dokumen
Tanggapan
Pemeriksaan Yang
Disiapkan

4 Dokumen

7 Dokumen

115,183,000.00

4 Dokumen

7 Dokumen

300,000,000.00

4 Dokumen

7 Dokumen

315,000,000.00

12
Dokumen

21
Dokumen

730,183,000.00
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1.0

07

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Laporan
Keuangan

Jumlah Dokumen
Keuangan Akhir
Tahun SKPD Yang Di
buat

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD
Berbasis Akrual Yang
Dibuat

4 Dokumen
1 Dokumen

12 Laporan

190,725,024.00

4 Dokumen

1 Dokumen

12 Laporan

200,000,000.00

4 Dokumen

1 Dokumen

12 Laporan

235,000,000.00

12
Dokumen

3 Dokumen

36 Laporan

625,725,024.00

1.0

Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat
Daerah

Persentase
Penyusunan
Dokumen
Administrasi Barang
Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah
Tepat Waktu

100%

288,918,000.00

100%

300,000,000.00

100%

320,000,000.00

100%

908,918,000.00

1.0

06

Penatausahaan Barang
Milik Daerah Pada SKPD

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan
Barang Pengguna
Semesteran dan
Tahunan

Jumlah Laporan Hasil
Pemeliharaan Barang
Jumlah Laporan Hasil
Pencatatan dan
Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengadaan Barang
dan Jasa

2 Dokumen
3 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

288,918,000.00

2 Dokumen
3 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

300,000,000.00

2 Dokumen
3 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

2 Laporan
2 Laporan

320,000,000.00

6 Dokumen
9 Laporan

6 Laporan
6 Laporan

6 Laporan
6 Laporan

908,918,000.00
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Jumlah Laporan
Rekonsiliasi Barang
Milik Daerah

1.0 Administrasi Kepegawaian | Rata-Rata Nilai 100% | 1,797,515,024.00 100% | 2,050,000,000.00 100% | 2,230,000,000.00 100% | 6,077,515,024.00
5 Perangkat Daerah Perilaku Pegawai
Perangkat Daerah
Berdasarkan
Penilaian Kinerja ASN
1.0 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 435 Pasang 452,100,000.00 | 435 Pasang 550,000,000.00 | 435 Pasang 600,000,000.00 1.305 1,602,100,000.00
5 Beserta Atribut dan Pakaian KORPRI Pasang
Kelengkapannya Beserta 138 Pasang 138 Pasang 138 Pasang
Perlengkapannya 414 Pasang

yang tersedia

Jumlah Pakaian Dinas
Lapangan dan Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu yang tersedia
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1.0

03

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen
Administrasi
Kepegawaian Yang
Diolah dan Disusun
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Konsultasi Terkait
Pendataan dan
Pengolahan Data
Kepegawaian

12
Dokumen

4 Dokumen

450,093,024.00

12
Dokumen

4 Dokumen

500,000,000.00

12
Dokumen

4 Dokumen

550,000,000.00

36
Dokumen

12
Dokumen

1,500,093,024.00

1.0

10

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Yang
Diadakan

2 Kali

62,000,000.00

2 Kali

100,000,000.00

2 Kali

130,000,000.00

6 Kali

292,000,000.00

1.0

11

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Bimtek
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan.Yang
Diadakan

Jumlah Dokumen
Hasil Keikutsertaan
Bimbingan Teknis

1 Kali

2 Dokumen

833,322,000.00

1 Kali

2 Dokumen

900,000,000.00

1 Kali

2 Dokumen

950,000,000.00

3 Kali

6 Dokumen

2,683,322,000.00

1.0

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase
Pemenuhan
Administrasi Umum
Kantor

100%

2,681,393,096.00

100%

2,800,000,000.00

100%

2,970,000,000.00

100%

8,451,393,096.00

1.0

01

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

4 Dokumen

170,007,024.00

4 Dokumen

250,000,000.00

4 Dokumen

270,000,000.00

12
Dokumen

690,007,024.00
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1.0 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Dokumen 12 828,589,024.00 12 850,000,000.00 12 900,000,000.00 36 2,578,589,024.00
6 Perlengkapan Kantor Hasil Penyediaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.0 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Dokumen 12 726,991,024.00 12 500,000,000.00 12 550,000,000.00 36 1,776,991,024.00
6 Hasil Fasilitasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Kunjungan Tamu
1.0 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Dokumen 12 955,806,024.00 12 1,200,000,000.00 12 1,250,000,000.00 36 3,405,806,024.00
6 Koordinasi dan Konsultasi Hasil Pelaksanaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.0 Pengadaan Barang Milik Persentase 100% 937,968,724.00 100% 1,195,407,185.86 100% 1,247,688,460.61 100% 3,381,064,370.47
7 Daerah Penunjang Urusan Pemenuhan
Pemerintah Daerah Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.0 | 10 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 937,968,724.00 | 4 Dokumen 1,195,407,185.86 | 4 Dokumen 1,247,688,460.61 12 Unit 3,381,064,370.47
7 Prasarana Gedung Kantor Hasil Pengadaan
atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1.0 Penyediaan Jasa Persentase 100% 177,549,132.00 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00 100% 597,549,132.00
8 Penunjang Urusan Pemenuhan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
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1.0 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 12 177,549,132.00 12 200,000,000.00 12 220,000,000.00 36 597,549,132.00
8 Komunikasi, Sumber Daya biaya tagihan telepon, Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Air dan Listrik air dan listrik
1.0 Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Barang 100% | 2,093,397,776.00 100% | 2,400,000,000.00 100% | 2,480,000,000.00 100% | 6,973,397,776.00
9 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Dalam
Kondisi Baik
1.0 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 12 1,036,271,120.00 12 1,100,000,000.00 12 1,150,000,000.00 36 3,286,271,120.00
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pemeliharaan, Pajak dan dinas/operasional
Perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 12 12 12 36
Operasional atau Lapangan | Yang dipelihara Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Jumlah Dokumen
pajak kendaraan
dinas/operasional
Roda 4 dan Roda 2
yang terbayarkan
1.0 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Dokumen 4 Dokumen 624,435,120.00 | 4 Dokumen 850,000,000.00 | 4 Dokumen 870,000,000.00 12 2,344,435,120.00
9 Gedung Kantor dan Hasil Dokumen

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
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1.0 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Dokumen 4 Dokumen 432,691,536.00 | 4 Dokumen 450,000,000.00 | 4 Dokumen 460,000,000.00 12 1,342,691,536.00
9 Sarana dan Prasarana Hasil Dokumen
Gedung Kantor atau Pemeliharaan/Rehabil
Bangunan Lainnya itasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Meningkatkan Pengelolaan | Tingkat Kepatuhan 100% 100% 100% 100%
Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Milik Daerah yang Dalam Pelaporan
Berkualitas (Tertib, Taat Keuangan Sesuai
Aturan, Transparan dan Standar Akuntansi
Akuntabel) Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepatuhan 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Keuangan Dan | Perangkat Daerah
Barang Milik Daerah Dalam Penyampaian
RKA Tepat Waktu
Persentase 92% 96% 100 % 100%
Kabupaten/Kota
Yang Mendapatkan
Opini WTP
Tingkat Kepatuhan 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
Dalam Pengajuan
Dokumen
Pembayaran Sesuai
Ketentuan
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Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah
Dalam Penyampaian
Laporan Keuangan
Tepat Waktu

100%

Kontribusi
Pendapatan Dari
Pengelolaan BMD
Terhadap PAD

1%

100%

1,5%

100%

2%

100%

2%

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Persentase
Persetujuan Bersama
Ranperda APBD
Pokok dan APBD
Perubahan yang
Tepat Waktu

100%

Tingkat Kepatuhan
Kabupaten/Kota
Dalam
Menyampaiakan
Ranperda &
Ranperkada APBD
Untuk Dievaluasi
Tepat Waktu

100%

Tingkat Kepatuhan
Kabupaten/Kota
Dalam
Menyampaikan
Ranperda &
Ranperkada
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Untuk Dievaluasi
Tepat Waktu

100%

2,400,766,034,48
6.00

100%

100%

100%

2,402,898,671,78
7.85

100%

100%

100%

2,602,081,807,45
1.84

100%

100%

100%

7,405,746,513,72
5.69
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Persentase Serapan
Belanja Daerah

94%

Persentase
Penyampaian
Ranperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Tepat yang Waktu

100%

95%

100%

96%

100%

96%

100%

1.0

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Capaian Pelaksanaan
Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

100%

4,038,427,560.00

100%

4,309,000,000.00

100%

4,521,000,000.00

100%

12,868,427,560.0
0

01

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS Yang Telah
Dikoordinasikan dan
Disepakati

2 Dokumen

110,003,000.00

2 Dokumen

132,000,000.00

2 Dokumen

133,000,000.00

6 Dokumen

375,003,000.00

02

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Yang
Telah Dikoordinasikan
dan Disepakati

2 Dokumen

16,090,000.00

2 Dokumen

17,000,000.00

2 Dokumen

18,000,000.00

6 Dokumen

51,090,000.00

03

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA- SKPD

Jumlah Dokumen
Hasil Verifikasi/
Asistensi RKA SKPD
yang Dibuat

53
dokumen

250,040,000.00

53
dokumen

300,000,000.00

53
dokumen

320,000,000.00

109
dokumen

870,040,000.00
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1.0 | 04 | Koordinasi, Penyusunan Jumlah Dokumen 53 250,040,000.00 53 300,000,000.00 54 320,000,000.00 109 870,040,000.00
1 dan Verifikasi Perubahan Hasil Verifikasi/ dokumen dokumen dokumen dokumen
RKA-SKPD Asistensi RKAP SKPD
yang Dibuat
1.0 | 05 | Koordinasi, Penyusunan Jumlah Dokumen 53 13,242,000.00 53 15,000,000.00 53 20,000,000.00 159 48,242,000.00
1 dan Verifikasi DPA- SKPD Hasil Verifikasi / Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Asistensi DPA-SKPD
Yang Dibuat 46 SK 46 SK 46 SK 138 SK
Jumlah SK
Pengesahan DPA-
SKPD yang Diterbitkan
1.0 | 06 | Koordinasi, Penyusunan Jumlah Dokumen 53 12,885,500.00 53 15,000,000.00 53 20,000,000.00 159 47,885,500.00
1 dan Verifikasi Perubahan Hasil Verifikasi / Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
DPA- SKPD Asistensi DPPA-SKPD
Yang Dibuat 46 SK 46 SK 46 SK 138 SK
Jumlah SK
Pengesahan DPPA
SKPD Yang
Diterbitkan
1.0 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Nota 1 Dokumen 2,175,793,236.00 | 1 Dokumen 2,200,000,000.00 | 1 Dokumen | 2,250,000,000.00 | 3 Dokumen 6,625,793,236.00
1 Peraturan Daerah tentang Keuangan APBD yang 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen
APBD dan Peraturan Kepala | disusun
Daerah tentang Penjabaran | Jumlah Peraturan
APBD Daerah Tentang APBD 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 3 Sistem
dan Peraturan Kepala Informasi Informasi Informasi Informasi

Daerah Tentang
Penjabaran APBD
Provinsi Sulawesi
Selatan Yang Disusun
Jumlah Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
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Yang Dikembangkan
dan Dipelihara

1.0 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Nota 1 Dokumen 398,274,000.00 | 1 Dokumen 500,000,000.00 | 1 Dokumen 550,000,000.00 | 3 Dokumen 1,448,274,000.00
1 Peraturan Daerah tentang keuangan perubahan
Perubahan APBD dan APBD yang di susun 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen
Peraturan Kepala Daerah Jumlah Peraturan
tentang Penjabaran Daerah tentang
Perubahan APBD perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
perubahan APBD
Provinsi Sulawesi
Selatan Yang Disusun
1.0 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah regulasi 5 790,083,824.00 5 800,000,000.00 5 850,000,000.00 15 | 2,440,083,824.00
1 Regulasi serta Kebijakan keuangan daerah Perda/Perg Perda/Perg Perda/Perg Perda/Perg
Bidang Anggaran terkait perencanaan ub ub ub ub

dan penganggaran
yang disusun
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11

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Jumlah laporan hasil
koordinasi terkait
perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

4 Laporan

21,976,000.00

4 Laporan

30,000,000.00

4 Laporan

40,000,000.00

12 Laporan

91,976,000.00

1.0

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

Capaian Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap
Perencanaan
Anggaran Daerah
Kabupaten/Kota

100%

Capaian Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran Daerah
Kabupaten/Kota

100%

2,466,921,432.00

100%

100%

2,520,000,000.00

100%

100%

2,785,000,000.00

100%

100%

7,771,921,432.00

02

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah SK Gubernur
Terkait Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

24 SK
Gubernur

375,759,536.00

24 SK
Gubernur

400,000,000.00

24 SK
Gubernur

450,000,000.00

120 SK
Gubernur

1,225,759,536.00
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03

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Jumlah SK Gubernur
Terkait Evaluasi
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

24 SK
Gubernur

209,400,000.00

24 SK
Gubernur

220,000,000.00

24 SK
Gubernur

300,000,000.00

120 SK
Gubernur

729,400,000.00
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04

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil
kajian terkait
RANPERDA dan
RANPERKADA tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota yang
dibuat

Jumlah dokumen
klarifikasi bahan
Evaluasi RANPERDA
dan RANPERKADA
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota yang
dibuat

Jumlah laporan
koordinasi pra
keputusan hasil
evaluasi Ranperda
dan Ranperkada
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab./Kotayang
disusun

Jumlah dokumen SK
Gubernur Tentang
Hasil Evaluasi
Ranperda dan
Ranperkada tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Yang
Diterbitkan

Jumlah laporan

24
dokumen

24

dokumen

1 laporan

24
Dokumen

1 Laporan

477,508,884.00

24
dokumen

24

dokumen

1 laporan

24
Dokumen

1 Laporan

480,000,000.00

24
dokumen

24

dokumen

1 laporan

24
Dokumen

1 Laporan

500,000,000.00

72
dokumen

72

dokumen

3 laporan

72
Dokumen

3 Laporan

1,457,508,884.00
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koordinasi keputusan
hasil evaluasi
Ranperda dan
Ranperkada tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab./Kotayang
disusun
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05

Asistensi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen
pembinaan
perencanaan dan
penganggaran APBD
Kabupaten/kota

4 Dokumen

134,225,000.00

4 Dokumen

135,000,000.00

4 Dokumen

155,000,000.00

12
Dokumen

424,225,000.00

06

Sosialisasi Regulasi Bidang

Keuangan

Jumlah ASN Laki-Laki
Kabupaten/Kota Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Terkait
Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota
Jumlah ASN Laki-Laki
Yang Diundang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Terkait
Perencanaan dan
Penganggaran
Keuangan Daerah
Jumlah ASN
Perempuan
Kabupaten/Kota Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Terkait
Evaluasi APBD
Kabupaten/Kota
Jumlah ASN
Perempuan Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terkait Perencanaan
dan Penganggaran
Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan

128 Orang

210 Orang

72 Orang

140 Orang

2 kali

843,260,000.00

128 Orang

210 Orang

72 Orang

140 Orang

2 kali

845,000,000.00

128 Orang

210 Orang

72 Orang

140 Orang

2 kali

900,000,000.00

384 Orang

630 Orang

216 Orang

420 Orang

6 kali

2,588,260,000.00
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sosialisasi regulasi
bidang keuangan
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10

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan
tindaklanjut hasil
Evaluasi RANPERDA
dan RANPERKADA
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota yang
disusun

Jumlah laporan hasil
pembinaan
penyusunan
RANPERDA dan
RANPERKADA tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota yang
disusun

24 Laporan

24 Laporan

264,652,412.00

24 Laporan

24 Laporan

270,000,000.00

24 Laporan

24 Laporan

300,000,000.00

72 Laporan

72 Laporan

834,652,412.00
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12

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Buku Profil
Keuangan
Kabupaten/Kota Se
Sulawesi Selatan Yang
Disusun

Jumlah dokumen
berita acara
Rekonsiliasi
pendapatan dan
belanja Dana
BOSSemesteran
Satdikmen Negeri
perKabupaten/Kota
yang dibuat

Jumlah dokumen
Konsolidasi Pelaporan
Dana BOS (SP2T,
SPBH Satdikdas, SBPH
Satdikmen Swasta,
SPB Satdikmen Negeri
yang dibuat

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi realisasi
Bagi Hasil Untuk
Kabupaten/Kota yang
disusun

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi realisasi
Bantuan Keuangan
Untuk
Kabupaten/Kota yang
disusun

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi realisasi
Bantuan Program
Provinsi Untuk

1 Buku
48

Dokumen

292
Dokumen
12 Laporan
4 Laporan

4 Laporan

162,115,600.00

1 Buku
48

Dokumen

292
Dokumen
12 Laporan
4 Laporan

4 Laporan

170,000,000.00

1 Buku
48

Dokumen

292
Dokumen
12 Laporan
4 Laporan

4 Laporan

180,000,000.00

3 Buku
144

Dokumen

876
Dokumen
36 Laporan
12 Laporan

12 Laporan

512,115,600.00
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Kabupaten/Kota yang
disusun

1.0 Koordinasi dan Capaian Pelaksanaan 100% | 4,010,112,180.00 100% | 4,240,000,000.00 100% | 4,455,000,000.00 100% | 12,705,112,180.0
3 Pengelolaan Koordinasi dan 0
Perbendaharaan Daerah Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah
Rata-Rata Capaian 95% 95% 95% 95%

Pelaksanaan Belanja
Daerah Perangkat
Daerah Sulawesi
Selatan
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1.0

01

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Jumlah ASN Laki-Laki
Yang Diundang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Terkait
Penatausahaan dan
Perbendaharaan
Keuangan Daerah
Jumlah ASN
Perempuan Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terkait
Penatausahaan dan
Perbendaharaan
Keuangan Daerah
Jumlah Bendahara
Yang Dibina Terkait
Aturan Pengelolaan
Kas Daerah

Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kas
Daerah Yang Dibuat
Jumlah Laporan hasil
koordinasi
Pengelolaan Kas
Daerah

232 Orang

232 Orang

62 Orang

4 Dokumen

4 Laporan

2,085,455,548.00

232 Orang

232 Orang

62 Orang

4 Dokumen

4 Laporan

2,100,000,000.00

232 Orang

232 Orang

62 Orang

4 Dokumen

4 Laporan

2,110,000,000.00

696 Orang

696 Orang

186 Orang

12
Dokumen

12 Laporan

6,295,455,548.00

1.0

03

Penyiapan Pelaksanaan
Pengendalian anggaran Kas
dan SPD

Jumlah Surat
Penyediaan Dana
(SPD) Yang
Diterbitkan

721 SPD

160,000,000.00

721 SPD

220,000,000.00

721 SPD

250,000,000.00

2163 SPD

630,000,000.00
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1.0 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen 4 Dokumen 502,308,536.00 | 4 Dokumen 550,000,000.00 | 4 Dokumen 600,000,000.00 12 1,652,308,536.00
3 Asistensi, Sinkronisasi, hasil pelaksanaan Dokumen
Supervisi, Monitoring, dan koordinasi dan
Evaluasi Pengelolaan Dana monitoring 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Perimbangan dan Dana pengelolaan dana 12
Transfer Lainnya perimbangan dan Dokumen
Dana Transfer lainnya
yang dibuat
Jumlah Dokumen
pengelolaan dana
perimbangan dan
Dana Transfer lainnya
yang dibuat
1.0 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen 4 Dokumen 310,558,824.00 | 4 Dokumen 350,000,000.00 | 4 Dokumen 370,000,000.00 12 1,030,558,824.00
3 Kerjasama dan hasil koordinasi Dokumen
Pemantauan Transaksi Non | terkait pelaksanaan
Tunai Dengan Lembaga kerja sama dengan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Keuangan Bank dan lembaga keuangan 12
Lembaga Keuangan Bukan bank Dokumen
Bank Jumlah dokumen hasil | 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
koordinasi terkait
pelaksanaan kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12
sama dengan Dokumen
lembaga keuangan
bukan bank 3 Dokumen
Jumlah dokumen hasil
pemantauan

Transaksi Non Tunai
Jumlah Dokumen
Realisasi Pembayaran
Pinjaman Daerah

RENSTRA PERUBAHAN BKAD TAHUN 2018-2023

137




1.0 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen 4 Dokumen 304,657,324.00 | 4 Dokumen 350,000,000.00 | 4 Dokumen 400,000,000.00 12 1,054,657,324.00
3 Laporan Realisasi Hasil koordinasi Dokumen
Penerimaan dan terkait realisasi
Pengeluaran Kas Daerah, penerimaan,
Laporan Aliran Kas, dan pengeluaran kas dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto 36 Laporan
Pemungutan/Pemotongan ngan dan Penyetoran 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak 36 Laporan
Perhitungan Fihak Ketiga Ketiga (PFK)
(PFK) Jumlah Laporan
Pemungutan/Pemoto
ngan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah
1.0 | 09 | Rekonsiliasi Data Jumlah dokumen hasil | 2 Dokumen 165,266,024.00 | 2 Dokumen 170,000,000.00 | 2 Dokumen 175,000,000.00 | 6 Dokumen 510,266,024.00
3 Penerimaan dan koordinasi terkait
Pengeluaran Kas Serta pelaksanaan
Pemungutan Dan Rekonsiliasi Data
Pemotongan atas SP2D Penerimaan dan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen

Dengan Instansi Terkait

Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan Dan
Pemotongan atas
SP2D

Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan Dan
Pemotongan atas
SP2D
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1.0

11

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil
pembinaan
penatausahaan bagi
hasil pajak, bantuan
keuangan kepada
pemerintah
kabupaten/kota
Jumlah laporan
rekapitulasi
penyaluran bagi hasil
pajak dan bantuan
keuangan kepada
pemerintah
kabupaten/kota

4 Dokumen

12 Laporan

481,865,924.00

4 Dokumen

12 Laporan

500,000,000.00

4 Dokumen

12 Laporan

550,000,000.00

12
Dokumen

36 Laporan

1,531,865,924.00

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Capaian Pelaksanaan
Koordinasi,
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

100%

Penyampaian
Laporan Keuangan Ke
BPK RI Tepat Waktu

100%

3,027,590,132.00

100%

100%

3,150,000,000.00

100%

100%

3,500,000,000.00

100%

100%

9,677,590,132.00
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00

Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-
LO, dan Beban

Jumlah Dokumen
Berita Acara
Rekonsiliasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan,Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO, dan
Beban yang Dibuat
Jumlah Laporan
Keuangan
KonsolidasiBulanan
SKPD yang disusun
Jumlah Laporan
Keuangan Konsolidasi
Semesteran dan
Prognosis SKPD yang
disusun

Jumlah Laporan
Keuangan Konsolidasi
Triwulan SKPD yang
disusun

Jumlah Laporan
Keuangan Tahunan
BUMD yang Dihimpun
Jumlah Laporan
Keuangan Tahunan
Konsolidasi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Tahunan
SKPD yang Dihimpun

53
Dokumen
12 Laporan
1 Laporan
4 Laporan
7 Laporan
1 Laporan

53 Laporan

317,050,136.00

53
Dokumen
12 Laporan
1 Laporan
4 Laporan
7 Laporan
1 Laporan

53 Laporan

350,000,000.00

53
Dokumen
12 Laporan
1 Laporan
4 Laporan
7 Laporan
1 Laporan

53 Laporan

400,000,000.00

159
Dokumen
36 Laporan
3 Laporan
12 Laporan
21 Laporan
3 Laporan

159
Laporan

1,067,050,136.00

1.0

04

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Verifikasi
Laporan
Pertanggungjawaban
Belanja SKPD yang
Dibuat

Jumlah Surat

477
Dokumen

689 Surat

722,370,328.00

477
Dokumen

689 Surat

750,000,000.00

477
Dokumen

689 Surat

800,000,000.00

1431
Dokumen
2067 Surat

2,272,370,328.00
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PengantarPenerbitan
SP2D GU/TU OPD
Yang Dibuat
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05

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

Jumlah Buku LKPD
Audited yang disusun
Jumlah Buku LKPD
Unaudited yang
disusun

Jumlah Buku Perda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang disusun

Jumlah Buku Pergub
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang disusun

Jumlah Buku
Rancangan Perda
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Yang Disusun

Jumlah Buku
Rancangan Pergub
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Yang DlIsusun

Jumlah dokumen
klarifikasi hasil
evaluasi Ranperda
dan Ranpergub
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Provinsi

Jumlah laporan hasil
koordinasi terkait

1 Buku
1 Buku
1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1,232,103,716.00

1 Buku
1 Buku
1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1,250,000,000.00

1 Buku
1 Buku
1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1,350,000,000.00

3 Buku
3 Buku
3 Buku

3 Buku

3 Buku

3 Buku

3 Dokumen

3 Laporan

3 Laporan

3,832,103,716.00
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Evaluasi Ranperda
dan Ranpergub
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

Jumlah laporan hasil
koordinasi terkait
rancangan Perda dan
Perkada tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

________________________________________________________________________________________________|
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1.0 06 | Penyusunan Jumlah Dokumen 25 236,931,540.00 25 250,000,000.00 25 300,000,000.00 75 786,931,540.00
4 Tanggapan/Tindak Lanjut Temuan Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
terhadap LHP BPK atas yang diproses
Laporan Tuntutan Ganti Rugi
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1.0 11 | Pembinaan Akuntansi, Jumlah ASN Laki-Laki 72 Orang 519,134,412.00 72 Orang 550,000,000.00 72 Orang 650,000,000.00 216 Orang 1,719,134,412.00
4 Pelaporan dan Kabupten/Kota Yang
Pertanggungjawaban Diundang Mengikuti
Pemerintah Provinsi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 216 Orang 216 Orang 216 Orang 648 Orang
Terkait Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Jumlah ASN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 9 Kali
Perempuan

Kabupten/Kota Yang
Diundang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terkait Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Jumlah pelaksanaan
kegiatan sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Terkait
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
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1.0 Penunjang Urusan Capaian Pelaksanaan 100% 2,387,222,983,18 100% 2,388,679,671,78 100% 2,586,820,807,45 100% 7,362,723,462,42
5 Kewenangan Pengelolaan Penunjang Urusan 2.00 7.85 1.84 1.69
Keuangan Daerah Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.0 04 | Analisis Perencanaan dan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 15,779,131,388.0 | 4 Dokumen 4,466,445,356.00 | 4 Dokumen 4,466,445,356.00 | 4 Dokumen 24,712,022,100.0
5 Pelaksanaan Pembayaran Pembayaran Bunga 0 0
Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman
Pinjaman Pemerintah
Daerah
1.0 | 08 | Analisis Perencanaan dan Jumlah dokumen 4 Dokumen 807,204,674,000. | 4 Dokumen 819,274,048,637. | 4 Dokumen 901,000,961,010. | 4 Dokumen 2,527,479,683,64
5 Penyaluran Bantuan bantuan keuangan 00 85 74 8.59
Keuangan kab/kota yang
disalurkan
1.0 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat Jumlah dokumen 4 Dokumen 150,000,000,000. | 4 Dokumen 150,000,000,000. | 4 Dokumen 150,000,000,000. | 4 Dokumen 450,000,000,000.
5 dan Mendesak dana darurat dan 00 00 00 00
mendesak yang
disalurkan
1.0 | 10 | Pengelola Dana Bagi Hasil Jumlah dokumen 4 Dokumen 1,414,239,177,79 | 4 Dokumen 1,414,939,177,79 | 4 Dokumen 1,531,353,401,08 | 4 Dokumen 4,360,531,756,67
5 Provinsi dana bagi hasil 4.00 4.00 5.10 3.10
yang disalurkan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tindak 90% | 6,839,204,428.00 91% | 3,730,000,000.00 92% | 3,825,000,000.00 92% | 14,394,204,428.0
BARANG MILIK DAERAH Lanjut Rencana Aksi 0
Manajemen Aset
Daerah
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Persentase Tanah
Pemerintah Provinsi
yang telah
bersertifikat

56%

57%

58%

58%

1.0

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Capaian Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

100%

Cakupan
Ketersediaan
Dokumen
Pengelolaan Barang
Milik Daerah Yang
Sesuai Ketentuan

100%

Cakupan Aset Tetap

Tanah dan Bangunan
Yang Digunakan dan
Dimanfaatkan

28%

6,839,204,428.00

100%

100%

32%

3,730,000,000.00

100%

100%

36%

3,825,000,000.00

100%

100%

36%

14,394,204,428.0
0

1.0

01

Penyusunan Standar Harga

Jumlah Keputusan
Gubernur Tentang
standarisasi harga
satuan barang dan
jasa yang ditetapkan
Jumlah laporan hasil
koordinasi dan survey
harga terkait
penyusunan
standarisasi harga
satuan barang dan
jasa

2
Keputusan
gubernur
4 laporan

258,447,012.00

2
Keputusan
gubernur
4 laporan

260,000,000.00

2
Keputusan
gubernur
4 laporan

270,000,000.00

6
Keputusan
gubernur
12 Laporan

788,447,012.00
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1.0 | 02 | Penyusunan Standar Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,239,100.00 | 1 Dokumen 15,000,000.00 | 1 Dokumen 20,000,000.00 | 3 Dokumen 46,239,100.00
1 Barang Milik Daerah dan Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang | Standar Kebutuhan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan
Milik Daerah BMD Yang Disusun
Jumlah laporan hasil
koordinasi terkait
penyusunan standar
barang dan standar
kebutuhan barang
1.0 | 03 | Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 4 Dokumen 138,714,024.00 | 4 Dokumen 140,000,000.00 | 4 Dokumen 145,000,000.00 | 9 Dokumen 423,714,024.00
1 Kebutuhan Barang Milik RKBMD yang disusun 12
Daerah dan ditetapkan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dokumen
Jumlah Laporan hasil
koordinasi dan 3 Laporan

evaluasi tentang
penyusunan RKBMD
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1.0 | 05 | Penatausahaan Barang Jumlah berita acara 106 Berita 286,714,524.00 106 Berita 290,000,000.00 106 Berita 300,000,000.00 318 Berita 876,714,524.00

1 Milik Daerah hasil Rekonsiliasi aset Acara Acara Acara Acara
tetap 53 53 53 159
Jumlah dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Penatausahaan Aset 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12
Tetap 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dokumen
Jumlah dokumen 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan
Penatausahaan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 6 Laporan
Barang Persediaan 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 72 Laporan
Jumlah Laporan 3 Sistem
Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi
Penatausahaan BMD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi Aset
SMA/SMK/SLB
Jumlah Sistem
Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
yang dipelihara dan
dikembangkan

1.0 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Jumlah laporan hasil 53 Laporan 1,027,236,224.00 | 53 Laporan 1,030,000,000.00 | 53 Laporan 1,040,000,000.00 159 3,097,236,224.00

1 Daerah inventarisasi barang Laporan
milik daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan
koordinasi 3 Laporan

pengelolaan BMD
jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi inventarisasi
barang milik daerah
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1.0

07

Pengamanan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan
pengamanan Fisik
Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan
pengamanan
Administrasi Barang
Milik Daerah
Jumlah Laporan
pengamanan Hukum
Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen
Tindak Lanjut
Penyelesaian Aset
bermasalah

2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan

1 Dokumen

1,316,007,224.00

2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan

1 Dokumen

1,320,000,000.00

2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan

1 Dokumen

1,330,000,000.00

6 Laporan
3 Laporan
3 Laporan

3 Dokumen

3,966,007,224.00

1.0

08

Penilaian Barang Milik
Daerah

Jumlah dokumen hasil
Penilaian BMD yang
Disusun

1 dokumen

102,339,224.00

1 Dokumen

105,000,000.00

1 Dokumen

120,000,000.00

3 Dokumen

327,339,224.00

1.0

09

Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Jumlah kebijakan
pengelolaan BMD
yang disusun
jumlah Laporan hasil
pembinaan
pengelolaan barang
milik daerah pada
kabupaten/kota
jumlah Laporan hasil
pembinaan
pengelolaan barang
milik daerah pada
OPD

1 Jenis
1 Laporan

1 Laporan

338,950,312.00

1 Jenis
1 Laporan

1 Laporan

340,000,000.00

1 Jenis
1 Laporan

1 Laporan

350,000,000.00

3 Jenis
3 Laporan

3 Laporan

1,028,950,312.00
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1.0

10

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Jumlah BMD pada
Pengelola Barang
yang Dioptimalkan
Penggunaan dan
Pemanfaatannya
Jumlah Dokumen
Hasil Kajian
Pemanfaatan BMD
Jumlah Dokumen
Hibah kepada
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Jumlah Keputusan
Gubernur tentang
Penghapusan BMD
yang Diterbitkan
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Pemanfaatan
BMD

Jumlah OPD yang
ditetapkan Status
Penggunaannya

1 Laporan

1 Dokumen
1 Dokumen

2 SK
Gubernur

1 Laporan

53 OPD

3,359,556,784.00

1 Laporan

1 Dokumen
1 Dokumen

2 SK
Gubernur

1 Laporan

53 OPD

230,000,000.00

1 Laporan

1 Dokumen
1 Dokumen

2 SK
Gubernur

1 Laporan

53 OPD

250,000,000.00

3 Laporan

3 Dokumen
3 Dokumen

6 SK
Gubernur

3 Laporan

109 OPD

3,839,556,784.00

2,511,444,045,094.00

2,511,848,594,981.71

2,711,999,011,920.45

7,735,291,651,996.16
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum, BKAD Prov. SulSel selaku pengelola keuangan daerah
berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian visi,
misi serta tujuan dan sasaran jangka menengah dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan. Namun secara khusus, BKAD Prov. SulSel secara internal
berfokus pada pencapaian Misi Ke 1 RPIJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Yakni “Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan
Berkarakter” dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : Mewujudkan Birokrasi
Pemerintahan Yang Melayani Secara Efisien dan Efektif dan sasarannya
yakni Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Melayani Secara Efisien

dan Efektif dengan program prioritas serta target capaian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pemerintahan Yang Bebas dari KKN, dengan
indicator kerja : Laporan Keuangan Daerah WTP.
2. Program Pengelolaan Anggaran Yang Transparan, dengan indikator

kerja : Publikasi APBD untuk Masyarakat umum.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan di capai oleh Badan Keuangan Dan Aset
Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun Periode RPIJMD
yang dimana sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator dan target kinerja Badan Keuangan Dan Aset
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tercantum
dalam tabel T-C.28
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Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 - 2023

Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

I ———
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2 3 4 5 6 7 8 9

Opini BPK terhadap laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

keuangan

Persentase SILPA terhadap 1.78% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

APBD

(Pzeor;e)”tase belanja pendidikan 42.48% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

(Pleor;e)”tase belanja kesehatan 10.84% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Belanja Belanja Belanja Daerah Tidak Lagi Dikategorikan Belanja Belania Lanasun

Perbandingan antara belanja Belanja Langsung : Langsung : Langsung : Langsung dan belanja Tidak Langsung Sesuai - 30 JOO Belga n'ag

langsung dengan belanja tidak | 34,24 Belanja Tidak | 30,00 Belanja 30,00 Belanja Permendagri No. 90/2019, Tetapi Terdiri Dari T.i dak’ Lanasu nj .

langsung Langsung : 65,64 | Tidak Langsung | Tidak Langsung | Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak 0 0% 9-
170,00 : 70,00 Terduga dan Belanja Transfer ’

Bagi hasil kabupaten/kota dan 16.86 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 19,00

desa

I ———
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Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari BKAD
Prov. SulSel yang selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2018 — 2023 :

TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN
NO INDIKATOR

2019 2020 2021 2022 2023

Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah Dalam
1 Pelaporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100%
Sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah

Tingkat Kepatuhan

Perangkat Daerah Dalam
2 . 100% 100% 100% 100% 100%
Penyampaian RKA Tepat

Waktu

Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah Dalam
3 Pengajuan Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
Pembayaran Sesuai
Ketentuan

Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah
4 Dalam Penyampaian 100% 100% 100% 100%
Laporan Keuangan
Tepat Waktu

Persentase

5 | Kabupaten/Kota Yang 88% 88% 92% 96% 100%
Mendapatkan Opini

WTP

Kontribusi Pendapatan
Dari Pengelolaan BMD 1% 1% 1,5% 204
Terhadap PAD

7 Persentase Nilai SAKIP

0 0 0 0 0
OPD 61% 71% 81% 81% 81%

8 Perse_ntase Temuan 1% 1% 0.75% 0.5%
Material

Tingkat Kepuasan
Masyarakat Atas
Layanan Yang
Diberikan

100% 100% 100% 100% 100%

________________________________________________________________________________________________|
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TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN

NO INDIKATOR
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase ASN Nilai
10 SKP Kategori Baik 100% 100% 100% 100% 100%

Dari indikator tersebut diatas, maka hingga tahun 2023, BKAD Prov.

SulSel harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan capaian
yang didapat yakni Opini WTP dari BPK RI Atas Laporan Keuangan Provinsi

Sulawesi Selatan dan Publikasi APBD untuk Masyarakat Umum dalam

Pengelolaan Anggaran yang Transparan, tentunya dengan mengakselerasi
pencapaian indikator kinerja utama BKAD Prov. SulSel.
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BAB VIl
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2018-2023 disusun dalam rangka untuk lebih menajamkan visi dan misi untuk mencapai tujuan,
sasaran serta indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan
dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan acuan dalam
menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
Renstra ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh
stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
di tahun 2021-2023, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra ini,

merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD)
Tahun 2021 hingga Tahun 2023;

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BKAD Prov.
SulSel wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam
melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya,
sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah
ditetapkan di dalam dokumen ini;

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian
antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja
Tahunan dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan
ke Beppelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun;.
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4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renstra
secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian
hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama periode Tahun
2021-2023.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja
lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan
perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 ini diharapkan mampu
menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk selanjutnya Renstra Badan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tidak tertutup kemungkinan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 -
2023 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang

ada dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 8 Maret 2021
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

=

Drs. H. Muhammad Rasyid
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641231 199203 1 123
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